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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tindak pidana penggelapan di Indonesia dikala ini jadi salah satu pemicu merosotnya sistem kesejahteraan materil yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam warga. Kehidupan warga berangsur-angsur mulai berganti, penghormatan terhadap nilai-nilai hukum yang terdapat mulai berganti, warga mulai berpikir materialistis serta egois dalam mengalami kehidupan ini, perihal ini pula mulai melemahkan rasa keyakinan warga terhadap orang lain. Kecenderungan berupaya menggapai kesejahteraan materiil dengan mengabaikan nilai- nilai kehidupan dalam warga mulai bermunculan, sehingga banyak bermunculan pelanggaran serta pemakaian peluang secara illegal buat kepentingan diri sendiri, mengabaikan hak orang lain serta norma yang terdapat.

Perihal ini diperparah dengan terus menjadi maraknya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan hendak mempunyai sisi negatif ialah pelanggaran hak- hak sosial serta pengikisan nilai-nilai kehidupan dalam warga. Perihal ini diakibatkan minimnya pertanggungjawaban pidana yang sepatutnya dicoba oleh para pelakon tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan keyakinan serta harta barang. Tindak pidana penggelapan diatur dalam novel kedua bab XXIV dengan pasal 372, 373, 374, 375, 376 serta 377 KUHP. Penggelapan dalam seluruh wujudnya ialah kejahatan yang lumayan sungguh- sungguh mengingat akibat serta akibatnya terhadap warga. Perihal ini berbanding lurus dengan upaya pemberantasan yang terus menjadi susah dicoba. Penghapusan delik penggelapan wajib diupayakan cocok dengan isi KUHP serta mengaitkan kemampuan yang terdapat di warga, spesialnya pemerintah serta penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dicoba oleh pejabat negeri yang diakui. Unit- unit negeri yang diberdayakan buat menyelidiki permasalahan pidana merupakan polisi, kejaksaan, serta majelis hukum. Polisi, jaksa serta hakim ialah 3 faktor penegak hukum yang tiap- tiap mempunyai kedudukan yang berbeda- beda bergantung bidangnya. Ketiganya mempunyai kesamaan dalam tujuan utama mereka, ialah penerimaan kembali narapidana.

Indonesia merupakan negeri tumbuh. Di negeri tumbuh, kendaraan bermotor, paling utama mobil, ialah struktur yang sangat berarti untuk manusia. Dengan terus menjadi meningkatnya permintaan warga hendak mobil selaku moda transportasi, hingga terus menjadi besar pula resiko sekelompok penjahat penyalahgunaan mobil melanggar hukum. Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan mobil merupakan “penjahat persewaan mobil”.
Isu kejahatan sangat berarti buat dibahas, yang berarti untuk nilai keamanan untuk warga Indonesia. Banyaknya fenomena kriminal yang terjalin di bermacam wilayah di Indonesia jadi polemik untuk seluruh golongan warga. Kejahatan yang dicoba oleh penjahat ialah fenomena sosial yang terjalin di warga, tiap hari di media kita menjumpai bermacam tipe tindak pidana yang terjalin di negeri ini.
Kenaikan jumlah penduduk menimbulkan kenaikan permintaan, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Perkembangan penduduk pastinya hendak tingkatkan kegiatan warga. Aktivitas tersebut hendak pengaruhi area, semacam fasilitas transportasi yang digunakan buat menunjang aktivitas serta mempersingkat waktu buat menggapai tujuan. Kebutuhan serta kepentingan warga modern dikala ini sangat bermacam-macam, kebutuhan pokok tidak cuma berbentuk sandang, bahan serta pangan semacam dahulu. Kemajuan serta pertumbuhan teknologi dari waktu ke waktu tingkatkan kebutuhan serta kepentingan warga. Buat mendukung kegiatan serta mempersingkat waktu, transportasi saat ini telah jadi kebutuhan pokok warga modern sebab tanpa transportasi, warga dapat terisolasi serta tidak dapat olahraga.
Perkembangan ekonomi sesuatu wilayah bisa bersumber dari fasilitas transportasi, dimana terus menjadi baik fasilitas transportasi hingga terus menjadi kilat pula perkembangan ekonominya. Angkutan darat semacam mobil penumpang dikira selaku angkutan yang sangat sempurna sebab bisa mengangkat banyak orang serta benda dan aman buat ekspedisi jarak jauh dibanding dengan angkutan universal semacam bis serta angkutan kota yang sebab kurang penjaannya dikira tidak layak gunakan serta tidak aman.

Walaupun banyak keuntungan serta kemudahan mempunyai mobil individu, tetapi tidak seluruh orang bisa penuhi kebutuhan tersebut sebab harga serta perawatan yang mahal. Hambatan ekonomi warga buat membeli mobil individu dilihat oleh para pengusaha selaku kesempatan bisnis yang besar dengan membuka usaha rental mobil. Bagi Panca Triatmodjo, sewa mobil merupakan tipe industri yang menawarkan jasa sewa mobil, dimana mobil bisa disewa secara setiap hari ataupun bersumber pada kontrak, serta dalam perjanjian tersebut ada ketentuan serta syarat yang mengikat kedua belah pihak. Kenyamanan yang diberikan owner rental mobil kerapkali disalahgunakan oleh penyewa yang tidak bertanggung jawab, kehancuran mobil akibat penyalahgunaan, dijadikan fasilitas buat melaksanakan kejahatan, apalagi menggelapkan mobil rental dengan menjual ataupun menggadaikan ialah efek yang bisa terjalin pada owner di kapan juga.. car rental serta itu hendak jadi pelanggaran.
Bagi Simons, pelanggaran ringan merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, yang dicoba dengan terencana oleh seorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, serta yang oleh undang- undang digolongkan selaku perbuatan yang bisa dipidana.
 Oleh sebab itu, kejahatan bukan cuma permasalahan kemanusiaan, namun pula permasalahan sosial. Mobil merupakan barang berharga, terus menjadi banyak pemiliknya serta yang mau memilikinya, terus menjadi banyak mobil pastinya hendak terus menjadi besar pula akibat pencurian ataupun penggelapan yang menghalalkan dengan bermacam metode, terlepas dari norma hukum yang berlaku di warga. Salah satunya melaksanakan modus operandi. Penjahat umumnya melaksanakan metode ataupun tata cara yang berbeda dalam melaksanakan kejahatan, ini diucap modus operandi.
 
Modus operandi berasal dari bahasa latin yang berarti tata metode ataupun metode bergerak ataupun melaksanakan suatu. Modus operandi pada dasarnya merupakan metode yang digunakan oleh penjahat buat beroperasi. Modus operandi dalam bahasa Inggris “method of procedure” ataupun kerap disingkat MO. Menggambarkan Kerutinan orang ataupun kelompok tertentu tentang metode monyet berperilaku kala melaksanakan kejahatan. Penjahat mempunyai pola tertentu yang hendak berganti bersamaan waktu bila petugas polisi ketahui metode mengoperasikannya. Modus operandi kejahatan ini umumnya terjalin sebab sebagian aspek. Semacam sosial, ekonomi serta psikologis yang membentuk opsi individu seorang bersumber pada apa yang diinginkannya.
Dilihat dari sistem peradilan pidana Indonesia di dasar sistem hukum pidana, tindak pidana terhadap kekayaan ialah kesempatan bisnis yang mendunia. Sebagian tindak pidana yang dibahas tercantum dalam Novel II KUHP, antara lain pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, peluluhlantahkan serta penggelapan diatur dalam Pasal 372-377 KUHP, pasal 372 mengendalikan penafsiran penggelapan pasal 373 membagikan penjelasan tentang tipe penggelapan, sebaliknya pasal 374 serta pasal 375 mengendalikan penggelapan dalam wujud yang diperberat serta pasal 376 mengendalikan penggelapan dalam area keluarga. Bagi Pasal 372 KUHP, penggelapan merupakan perbuatan mengaku selaku owner sesuatu benda yang sepenuhnya ataupun sebagiannya dipunyai oleh orang lain, apabila kemampuan benda itu bukan sebab tindak pidana.
Bagi Paul Moedikdo Moeliono, “kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang dimaksud ataupun sepatutnya dimaksud selaku perbuatan yang merugikan, mengusik serta tidak boleh ditoleransi”. 
 Terbentuknya pelanggaran yang dicoba oleh penyewa terhadap mobil sewaan merupakan pelanggaran keyakinan bila penyewa menguasai kalau tindakannya melanggar hukum yang diancam dengan hukuman bersumber pada syarat Pasal 372, ialah.“ Benda siapa dengan terencana serta melawan hukum mempunyai suatu yang sebagian ataupun sepenuhnya kepunyaan orang lain, namun yang tidak terletak dalam penguasaannya sebab sesuatu kejahatan, diancam dengan penggelapan, dengan pidana penjara sangat lama 4 tahun ataupun pidana denda sangat banyak 900 rupiah”.
Bagi Profesor. Moeljatno S. H., Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang larangannya diiringi dengan ancaman (sanksi) berbentuk kejahatan tertentu.
 Tindak pidana penyelewengan sewa mobil ini memunculkan kekhawatiran di golongan owner mobil sewaan bila tidak menemukan proteksi dari penegak hukum. Tindak pidana penyelewengan sewa mobil ini diakibatkan oleh begitu mudahnya seorang menyewakan mobilnya kepada pihak lain yang cuma mempercayai orang tersebut.
 Misalnya, seorang meminjam mobil sahabat ataupun menyewakannya sebab sesuatu alibi sehingga pemiliknya meminjamkan mobilnya kepada temannya tanpa curiga. Tetapi, sahabat peminjam tersebut tidak mengembalikan mobil tersebut, melainkan menggadaikannya. Perihal ini pula berlaku pada permasalahan yang kerap terjalin di Kabupaten Batu Bara. Terbentuknya penggelapan dengan meminjam serta berpura- pura menyewa mobil sewaan sehabis nota kesepahaman sudah dijual ataupun digadaikan. Semacam yang terjalin baru- baru ini, 3 terdakwa penyelewengan mobil sewaan sukses ditangkap oleh Polres Batu Bara serta Polsek Indrapura. Dia menarangkan, peristiwa itu terjalin pada tanggal 04-02- 2022 Pukul 09. 00 Wib tepatnya di salah satu hotel di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih.
Kasat berkata, pelakon penggelapan mobil itu dieksekusi oleh Boyke Simanjuntak, masyarakat Riau. Pelakon sudah melaksanakan 3 tindak pidana di daerah hukum Polres Batu Bara. Tata cara yang digunakannya merupakan dengan bawa mobil sopir dari Riau ke Batu Bara buat perdagangan minyak CPO. Tidak hanya itu, korban ditinggal di hotel serta kunci mobil yang terdapat di atas meja setelah itu dibawa kabur oleh penulis tanpa izin. dicermati." Jadilah oleh pemiliknya," kata aktor itu. Dalam permasalahan ini, penyidik​ ​Polres Batu Bara sukses menangkap pelakon di Pekanbaru Riau. Dalam penangkapan tersebut, penyidik​​ Polres Batu Bara mengamankan 2 mobil ialah Avanza serta Xenia, serta satu lagi masih dalam pengecekan. Kita pula kerap memandang laporan penyelewengan sewa mobil di bermacam media spesialnya di Kabupaten Batu Bara serta banyak korban yang disesatkan oleh pelaku kejahatan tersebut.
Membiarkan perihal tersebut memunculkan rasa ketidakpercayaan dari warga owner mobil rental yang berakibat negatif untuk warga selaku pihak yang memerlukan jasa rental mobil. Dalam perihal ini guna kepolisian selaku salah satu guna pemerintahan nasional dalam bidang pemeliharaan keamanan serta kedisiplinan warga, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada warga. Perihal itu terwujud berkat upaya kepolisian dalam mengatasi kejahatan penyelewengan mobil sewa guna membagikan rasa nyaman untuk owner mobil rental dalam melaksanakan usahanya secara leluasa tanpa mengkhawatirkan keselamatan kendaraannya.
Walaupun telah lama diancam dengan penjara, warnanya masih terdapat saja oknum yang berani mencuri mobil sewaan. Perihal inilah yang mendesak penulis buat mengenali gimana komitmen penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyelewengan sewa mobil serta melindungi kepentingan warga selaku pihak yang sangat memerlukan jasa sewa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas menuangkannya menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok masalah yang akan mempermudah penulisan penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara dan bagaimana pelaku melakukan modus operandi penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara.

2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara dan apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara.
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas adapun tujan penelitian penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara.dan untuk mengetahui bagaiman pelaku modus operandi melalukan penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara.

2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara. Dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara.
D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas maka penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut.
1. Secara  Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan pengembangan ilmu khususnya di bidang ilmu hukum pidana mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan mobil rental.

b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun perbandingan bagi penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis

a. Agar masyarakat dapat mempelajari gejala-gejala terjadinya kejahatan penggelapan mobil rental.

b. Selain itu aparat penegak hukum atau kepolisian harus melakukan metode-metode pendekatan kepada para pelaku kejahatan dan masyarakat atau pengusaha rental mobil agar terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental ini dapat dicegah.

c. Dapat memberikan suatu pengetahuan tentang langkah dan upaya dari pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental.
E. Keaslian Penelitian
Penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Kabupaten Batu Bara”. Ini sudah terlebih dahulu dilakukan penelurusan kepustakaan berbagai judul skiripsi yang tercatat di Fakultas Hukum Universitas Asahan dan tidak ada satupun ditemukan yang sama dengan judul skiripsi ini. Judul tersebut adalah murni hasil pemikiran sendiri dengan melihat perkembangan hukum saat ini kemudian mengkaitkannya dengan dasar-dasar hukum yang bersumber dari berbagai literatur dan juga mengkaitkannya dengan permasalahan dalam hukum yang terjadi pada masa ini. 
Sekalipun ada yang mirip dengan penelitian skripsi ini. itu adalah diluar pengetahuan dan tentu saja substansi yang dibahas berbeda dengan substansi yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam skripsi ini penulis langsung riset kelapangan dan didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum serta bahan bacaan dari berbagai macam referensi yang diperoleh dari perpustakaan, toko buku maupun pihak lain, dan beberapa juga diantaranya diperoleh melalui internet. Skripsi ini dijamin dan dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya. Adapun beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah :
1. Judul                     
: Tinjauan Yuridis  Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Nomor :139/Pid.B/2018/PN.Kis)


Nama
:   Andriani

NPM                         
: 
15041132


Fakultas
: 
Hukum

Universitas              
: 
Universitas Asahan 

Rumusan masalah  
: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan dalam   putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan dalam putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis?
2. 
Judul
:
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor : 2297/Pid/B/2018.Mdn).

Nama                        
: 
Natal Hutasohit

NPM 
: 
150200101

Fakultas 
: 
Hukum

Universitas                
: 
Universitas Sumatera Utara

Rumusan masalah   
: 1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dalam putusan Nomor : 2297 /Pid/B/2018/PN.Mdn?




2. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait           tindak pidana penggelapan? 

3.  Judul
: 
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Dalam Status Sewa Rental (Studi Putusan Nomor:11/Pid.B/2016 /Pid.Kds).

Nama 
: 
Drajat Bimo Prabowo

NPM
: 
2014 20 079

Fakultas 
: 
Hukum

Universitas 
: 
Universitan Mauria Kudus

Rumusan masalah 
: 
1. 
Bagaimana Pertanggung jawaban tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa/ rental (Studi Putusan Nomor:11/Pid.B/2016/ PN.Kds)? 



2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/Pid.Kds)?
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam perbandingan judul, tidak dapat ditemukan judul yang sama dalam penelitian hukum di Perpustakaan Universitas Asahan maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Asahan yang kaitannya tentang judul penelitian hukum ini dan dapat dipastikan penelitian ini tidak ada sedikitpun memiliki kesamaan dengan penelitian hukum lainnya.
F. Metode Penelitian

Dalam riset ini periset sudah melaksanakan pergantian rumusan permasalahan yang dibahas serta periset sudah menanggapi sebagian persoalan tentang seluruh perihal, baik dari tujuan riset ini. Jadi tata cara riset yang ditulis serta diteliti mempunyai sebagian langkah serta hal- hal yang digunakan merupakan selaku berikut :
1. Jenis  Penelitian 

Dalam mangulas kasus yang disajikan dalam riset ini, penulis hendak mangulas tipe riset dalam riset hukum empiris. Bagi Soerjono Soekanto, tipe riset empiris melaporkan kalau riset empiris terdiri dari riset identifikasi hukum.
 Dalam riset yang dicoba periset, periset mengenali riset tentang pemberantasan penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara.
2. 
Lokasi Penelitian 


Posisi riset hukum empiris yang diteliti oleh periset serta dalam perihal ini ditulis, sehingga dalam perihal ini buat riset permasalahan beralamat diKantor Polres Batu Bara, yang terletak di Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. 

3.
Sumber Data 

Langkah- langkah kajian hukum empiris yang dikaji oleh periset, dijabarkan serta dipaparkan dalam uraian tiap- tiap substansi di atas, bisa menolong periset melaksanakan dengan benar serta apalagi menuntaskan kajian hukum empiris ini. Dalam perihal ini, periset memakai kumpulan informasi selaku berikut :
1) Data Primer

Informasi primer yang diperoleh dalam melaksanakan penyidikan hukum empiris ini berasal dari wawancara dengan Porsonel Polres Batu Bara, yang terletak di Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
b.
Data Sekunder

Informasi Sekunder, ialah bahan hukum yang dalam perihal ini sudah membagikan bermacam uraian daripada informasi primer dalam riset ini yang dipandu oleh penyidikan hukum.
 nformasi sekunder yang diperoleh dalam riset hukum empiris ini diambil dari rujukan dalam peraturan perundang- undangan, semacam UUD 1945, Pasal 372 KUHP, KUHAP, Undang- Undang No 2 Tahun 2002, Undang- Undang 22 Tahun 2009, serta buku- buku hukum yang disajikan oleh para pakar hukum, jurnal hukum, dan skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, serta dokumen hukum.
c. 
Data Tersier 

Informasi tersier merupakan seluruh dokumen yang memiliki konsep serta data otentik yang menunjang data primer serta sekunder, semacam kamus serta lain- lain.
4. 
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan informasi yang digunakan periset dalam riset hukum empiris ini terdiri dari melaksanakan kajian terhadap bermacam tipe bahan hukum yang dikumpulkan, baik wawancara langsung ataupun riset pustaka, yang dalam perihal ini diklasifikasikan bagi terdapatnya sesuatu permasalahan hukum.. Berikutnya modul hukum dideskripsikan buat mendapatkan bermacam tuntutan yang dipaparkan secara sistematis.
Dalam melaksanakan riset hukum ini, periset melaksanakan pengerjaan ulang bahan hukum secara deduktif, yang terdiri dari penarikan kesimpulan dengan menggambarkan terdapatnya bermacam tipe permasalahan yang umumnya terpaut dengan permasalahan tertentu ataupun lebih konkret. Sehabis bahan hukum dijabarkan serta dideskripsikan, periset melaksanakan analisis( penalaran ilmiah) yang dalam perihal ini bertujuan buat menanggapi bermacam tipe permasalahan serta pula bermacam tipe persoalan hukum yang dibahas dalam riset hukum empiris ini.
5.
Analisis Data (Kuantitatif)

Dalam riset hukum empiris ini, periset dalam perihal ini menulis tentang riset hukum empiris ini dengan metode analisis data secara kualitatif, dalam perihal ini dengan mencampurkan bermacam tipe informasi primer serta pula informasi sekunder yang diperoleh periset dalam riset hukum. informasi empiris, hingga periset menarik kesimpulan dari ketiga informasi tersebut. Sehabis informasi terkumpul serta diolah, aktivitas berikutnya merupakan analisis informasi.
Analisis kualitatif digunakan dalam riset ini, spesialnya dengan mendeskripsikan informasi yang diperoleh dalam wujud statment serta deskripsi kalimat. Dalam penafsiran ini seorang bisa menarik kesimpulan secara induktif, ialah metode berpikir dari hal- hal yang bertabiat universal serta setelah itu menarik kesimpulan yang spesial. Anjuran diformulasikan bersumber pada kesimpulan yang ditarik.
G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman di dalam penelitian hukum ini, maka untuk itu peneliti memberikan suatu gambaran umum yang beruapa secara sistematis daripada suatu keseluruhan dalam penelitian hukum ini. Maka oleh karena itu, di dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penelitian yaitu :

Bab I 
: 
Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang adanya latar belakang, adanya rumusan masalah, adanya tujuan penelitian, adanya manfaat penelitian, adanya keaslian penelitian, adanya metode penelitian dan juga adanya sistematika penelitian.

Bab II
: 
Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisikan tentang tinjauan tentang tindak pidana, yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, selanjutnya sistem pemidanaan dalam KUHP, selanjutnya Tindak Pidana Penggelapan, selanjutnya unsur-unsur tindak pidana penggelapan mobil rental, selanjutnya Sanksi Hukum Tindak Pidana Penggelapan.

Bab III 
: 
Pembahasan 

Dalam bab ini berisikan pembahasan dari rumusan masalah, yaitu bagaimana peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara dan bagaimana pelaku melakukan modus operandi penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara serta apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara, dan apa kendala yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Batu Bara dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara.
Bab IV 
: 
Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah diuraiakan pada bab-bab sebelumnya.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana 
1.
Pengertian Tindak Pidana
Terdapat banyak sebutan yang terpaut dengan tindak pidana. Terdapat orang yang memakai sebutan “delik” yang berasal dari bahasa latin ialah delictum. Sebutan kejahatan digunakan dalam bahasa Jerman serta Belanda. Dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari KUHP Belanda, pembentuk undang- undang memakai sebutan tindak pidana buat menggambarkan apa yang kita tahu dengan tindak pidana. Sebutan tindak pidana terdiri dari 3 faktor kata, ialah pidana, delik, serta kenyataan. Hukuman dimaksud selaku pidana serta hukum, baar dimaksud bisa ataupun boleh, serta kenyataan dimaksud selaku perbuatan, peristiwa, delik serta perbuatan.

Dengan demikian, sebutan tindak pidana merupakan tindak pidana ataupun delik pidana. Penafsiran delik merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh sesuatu ketentuan larangan yang diiringi dengan ancaman( penalti) berbentuk kejahatan tertentu, untuk siapa saja yang melanggar larangan tersebut bisa pula dikatakan delik merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh sesuatu ketentuan hukum serta diancam dengan kejahatan, asalkan sekalian diingatkan kalau larangan itu ditunjukkan dengan perbuatan( sesuatu kondisi ataupun peristiwa yang diakibatkan oleh tingkah laku orang). Sebaliknya ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan peristiwa tersebut. Ada ikatan yang erat antara larangan serta ancaman pidana, sebab antara peristiwa dengan orang yang menimbulkan peristiwa tersebut pula ada ikatan yang erat. Serta alih- alih mengatakan ikatan dekat ini, kata aksi digunakan, yang ialah arti abstrak yang mengacu pada suasana konkret awal. Terdapat peristiwa tertentu serta kedua terdapat orang yang melaksanakan apa yang menimbulkan peristiwa itu.
Kejahatan merupakan sebutan yang memiliki konsep bawah dalam ilmu hukum selaku sebutan yang dibangun dengan pemahaman dengan membagikan identitas tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari peristiwa hukum pidana yang konkrit, sehingga tindak pidana wajib diberikan penafsiran yang ilmiah serta diformulasikan secara jelas supaya bisa dipisahkan dari istilah- istilah yang digunakan dalam kehidupan warga tiap hari.
 Sebutan tindak pidana menampilkan penafsiran tentang tingkah laku serta gerak raga seorang. Terdapat pula seorang yang tidak melaksanakan, namun dengan tidak melaksanakannya, ia sudah melaksanakan kejahatan.

Tindak pidana ialah bawah bawah penjatuhan pidana kepada seorang yang sudah melaksanakan tindak pidana atas bawah pertanggungjawaban seorang atas perbuatan yang sudah dikerjakannya, namun lebih dahulu mengacu pada larangan serta ancaman sesuatu perbuatan ialah kejahatan. kejahatan itu sendiri, ialah bersumber pada asas legalitas ialah asas kalau tidak terdapat perbuatan yang dilarang serta diancam dengan sesuatu delik kecuali sudah didetetapkan lebih dahulu dalam peraturan perundang- undangan, umumnya perihal ini lebih diketahui dalam bahasa latin Nullum delictum nulla poena sine pracvia lege (nomor offence, nomor criminal without any rule first), pendapat ini berasal dari von Feurbach, seseorang sarjana hukum pidana Jerman.

Kejahatan ialah bagian mendasar dari sesuatu kesalahan yang dicoba terhadap seorang dalam melaksanakan sesuatu kejahatan. Jadi, buat sesuatu kesalahan, ikatan antara kondisi serta perbuatannya yang menimbulkan kesalahan itu wajib disengaja ataupun lalai. Kesengajaan( dolus) serta kelalaian( culpa) dikatakan selaku wujud perbuatan salah, sebaliknya sebutan konsep kerugian( culpability) yang bisa memunculkan sesuatu kejahatan merupakan sebab seorang sudah melaksanakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, sehingga wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya atas seluruh wujud kejahatan yang dicoba buat diadili serta apabila teruji kalau sesuatu kejahatan sudah dicoba oleh seorang hingga bisa dijatuhkan pidana pidana bagi pasal yang mengaturnya. Bagi para pakar, penafsiran kejahatan merupakan :

1. Simons mendefinisikan kejahatan selaku perbuatan pidana, berlawanan dengan hukum serta berkaitan dengan kesalahan yang dicoba oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan.

2. Van Hamel berpendapat bahwa kalau kejahatan merupakan sikap seorang yang diabadikan dalam undang- undang, melawan hukum, pantas dihukum, serta salah.

3. Pompe berpendapat bahwa, kalau terdapat pelanggaran ketentuan( kendala ketentuan hukum) yang dicoba dengan terencana ataupun tidak terencana oleh seseorang penjahat, yang oleh sebab itu penjatuhan pidana dibutuhkan buat melindungi supremasi hukum.

4. E. mezger mengemukakan hukum yang mengacu pada perbuatan yang penuhi ketentuan tertentu serta memunculkan akibat berbentuk delik.

5. Baumman mengemukakan aksi yang penuhi perkata kejahatan, melawan hukum serta dicoba dengan kesalahan.

6. Karni mengemukakan kalau delik itu berisi perbuatan pelanggaran hak, dicoba dengan dosa, oleh orang yang sempurna pikirannya serta kepada siapa perbuatan itu wajib dimintai pertanggungjawaban.

7. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pembelaan pendek tentang tindak pidana, ialah tindak pidana merupakan sesuatu perbuatan yang bisa dipidana oleh pelakunya.

8. Prof Moeljatno S.H., tindak pidana( strafbaar feit) merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang yang larangannya diiringi dengan ancaman( sanksi) berbentuk kejahatan tertentu.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Bagi ilmu hukum pidana, sesuatu perbuatan bisa berbentuk“ melaksanakan suatu” ataupun“ tidak melaksanakan” ataupun“ suatu yang wajib dicoba” ataupun“buat tidak melaksanakan sesuatu”, yang terakhir dalam doktrin ini pula kerap diucap selaku“ sesuatu kelalaian”, yang pula berarti“ melenyapkan suatu yang diharuskan ( oleh undang- undang)”.
Hendak namun, tiap delik yang tercantum dalam KUHP secara universal bisa dipecah jadi unsur- unsur yang pada dasarnya bisa kita untuk jadi 2 tipe faktor, ialah faktor subjektif serta faktor objektif. Faktor subyektif merupakan faktor yang menempel pada diri pelakon, ataupun berkaitan dengan diri pelakon, serta meliputi seluruh suatu yang terdapat di dalam hatinya. Yang kami iktikad dengan unsur- unsur objektif merupakan unsur- unsur yang berkaitan dengan kondisi, ialah dengan kondisi di mana aksi pelakon wajib dicoba. Faktor subjektif dari sesuatu kejahatan merupakan:

1. Terencana ataupun tidak terencana( dolus ataupun culpa);

2. Iktikad ataupun iktikad percobaan ataupun percobaan sebagaimana diartikan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

3. Bermacam tujuan ataupun merk dagang semacam yang ditemui dalam, misalnya, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan serta lain- lain;

4. Merancang terlebih dulu ataupun direncanakan semacam misalnya yang termuat dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diartikan dalam Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan khawatir ataupun takut, semacam yang nampak dalam tindak pidana bagi Pasal 308 KUHP.

Unsur- unsur obyektif dari sesuatu kejahatan merupakan:

1. 
Watak pelanggaran hukum ataupun ilegalitas;
2. 
Mutu pelaku kejahatan, misalnya“ mutu pegawai negara” dalam tindak pidana sebagaimana diartikan dalam Pasal 415 KUHP Italia ataupun“ kapasitas direktur ataupun direktur perseroan terbatas” dalam sesuatu tindak pidana sebagaimana diartikan dalam Pasal 415 KUHP. 398 KUHP.
3. 
Sebab- akibat, ialah ikatan antara sesuatu aksi selaku karena serta realitas selaku akibat.
Butuh dicermati kalau faktor haram wajib senantiasa dikira harus dalam tiap rumusan delik, sekalipun faktor ini belum secara tegas diucap oleh pembuat undang- undang selaku salah satu faktor delik yang bersangkutan.
 Dalam sesuatu faktor kejahatan seperti itu langkah dini yang sangat berarti buat memandang identitas perbuatan yang dilarang bersumber pada terbentuknya sesuatu perbuatan bersumber pada terdapatnya faktor kejahatan.
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
a. Tindak Pidana Kejahatan Dan Tindak Pidana Pelanggaran 
Dilihat dari penggolongannya, KUHP membagi tindak pidana jadi 2 kelompok, ialah delik serta pelanggaran. Delik-delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP serta kelompok- kelompok delik yang tercantum di dalamnya merupakan:

1. Kejahatan terhadap keamanan Negeri( Bab I pasal 104- 129 KUHP); 
2. Kejahatan terhadap martabat Presiden serta Wakil Presiden (Bab 11, pasal 130- 139 KUHP); 
3. Kejahatan terhadap negeri teman serta terhadap kepala negeri teman beserta wakilnya (Bab 111, pasal 139a- 145); 
4. Kejahatan terhadap kewajiban serta hak negeri (Bab IV pasal 146- 153 KUHP);
5. Kejahatan terhadap kedisiplinan secara umum (Bab V, pasal 153bis- 181 KUHP);
6. Pemberantasan (Bab VI, pasal 182- 186 KUHP);
7. Kejahatan yang merugikan keselamatan secara umum orang ataupun benda (Bab VII, pasal 187- 206 KUHP); 
8. Kejahatan Terhadap Penguasa (Bab VIII, pasal 207- 241 KUHP);
9. Sumpah palsu serta penjelasan palsu (Bab IX pasal 242- 243 KUHP)

10. Pemalsuan terhadap uang kertas (Bab X, pasal 244- 252 KUHP);
11. Pemalsuan materai serta merk dagang (Bab XI, pasal 253- 262 KUHP);
12. Kebohongan dalam pesan( Bab XII, pasal 263- 276 KUHP);
13. Kejahatan terhadap asal usul serta pernikahan (Bab XIII, pasal 277- 280 KUHP);
14. Kejahatan terhadap moral (Bab XIV, pasal 281- 303 KUHP);
15. Kejahatan orang yang memerlukan pertolongan (Bab W pasal 304- 309 KUHP);
16. Penghinaan (Bab XVI, pasal 310- 321 KUHP);
17. Pengungkapan rahasia (Bab XVII, pasal 322- 323 KUHP);
18. Kejahatan terhadap kebebasan manusia (Bab XVIII, pasal 324- 337 KUHP);
19. Kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX, pasal 338- 350 KUHP);
20. Penganiayaan (Bab XX, pasal 351- 358 KUHP);
21. Karena kematian ataupun cedera sebab kelalaian (Bab XXI pasal 359- 361 KUHP);
22. Pencurian (Bab XXII, pasal 362- 367 KUHP);
23. Pemerasan serta Ancaman (Bab XXIII, pasal 368- 371 KUHP);
24. Penggelapan (Bab XXIV, pasal 372- 377 KUHP);
25. Penipuan ( Bab XXV, pasal 378- 395 KUHP);
26. Perbuatan yang merugikan debitur ataupun orang yang memiliki hak (Bab XXVL, pasal 396- 405 KUHP);
27. Penghancuran ataupun peluluhlantahkan harta barang (Bab XXVII pasal 406- 412 KUHP);
28. Kejahatan di tempat kerja (Bab XXVIII, pasal 413- 437 KUHP);
29. Pelanggaran Maritim (Bab XXIX, pasal 438- 479);
30. Pelanggaran aeronautika serta delik terhadap bangunan/prasarana aeronautika (Bab XXIX A pasal 479a- 479r KUHP)
31. Pengumpulan, Penyuntingan serta Pencetakan (Bab XXX, Pasal 480- 488 KUHP);
32. Ketentuan tentang pengulangan delik yang terpaut dengan pasal yang berbeda (Bab XXXI, pasal 486- 488 KUHP). 

Pelanggaran (overtending) diatur dalam Buku III KUHP, serta kelompok tindak pidana yang tercantum dalam jenis pelanggaran merupakan:

1. Pelanggaran terhadap keamanan orang ataupun benda serta kesehatan (Bab I pasal 489- 502 KUHP);
2. Pelanggaran kedisiplinan (Bab II pasal 503- 520 KUHP);
3. Pelanggaran Kewenangan (Bab III, pasal 521- 528 KUHP);
4. Pelanggaran asal usul serta pernikahan (Bab IV pasal 529- 530 KUHP);
5. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan (Bab V pasal 531 KUHP);
6. Pelanggaran moral (Bab VI, Pasal 532- 547 KUHP);
7. Pelanggaran atas tanah, sarana serta pekarangan (Bab VII, pasal 548- 551 KUHP);
8. Pelanggaran jabatan (Bab VIII, pasal 552- 559 KUHP);
9. Pelanggaran angkutan laut (Bab IX. Pasal 560- 569 KUHP).
b. Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana Materiel 
Penggolongan tindak pidana berikut ini bersumber pada wujud perumusannya dalam peraturan perundang- undangan. Bersumber pada kriteria tersebut, dibedakan antara delik formil serta delik yang terbuat secara material( delik formil serta delik material). Delik formil ataupun delik formil merupakan delik yang lapisan katanya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Buat kejahatan yang kata- katanya resmi, akibat dari perbuatan itu bukan ialah bagian dari kejahatan. Misalnya: tindak pidana penghinaan (Pasal 315 KUHP), tindak pidana penghasutan, tindak pidana pemalsuan.

Sebaliknya kejahatan material ataupun kejahatan material merupakan kejahatan yang lapisan katanya lebih menitikberatkan pada akibat perbuatan. Dalam tindak pidana ini wujud perbuatan yang menyebabkannya bertabiat immateriil, sebab komponen utama dari kejahatan itu merupakan akibat dari perbuatan tersebut. Pembunuhan (Pasal 338, 340 KUHP) yang komponen utamanya berbentuk akibat ialah matinya korban bisa dicoba dengan bermacam metode ataupun perbuatan. Perihal yang sama berlaku buat penuntutan (pasal 351 KUHP) yang menyebabkan cedera ataupun sisa cedera, yang bisa terjalin dengan metode ataupun aksi yang berbeda. Buat delik yang lapisan kata- katanya material, delik itu dikira sudah terjalin bila akibat- akibatnya terdapat. Kebalikannya, bila belum terdapat akibat, tindak pidana tersebut dikira belum terjalin ataupun sudah terjalin secara lahiriah serta senantiasa ialah tindak pidana.

c. Tindak Pidana Dengan Kesengajaan Dan Tindak Pidana Dengan Kealpaan 

Pembagian kejahatan berikut bisa terbuat bersumber pada unsur- unsur kejahatan yang tercantum dalam perkata undang-undang, ialah kejahatan yang memiliki faktor perbuatan yang disengaja (delik dolus) serta kejahatan yang memiliki faktor kesalahan (culpa). Tindak pidana dengan faktor kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjalin sebab pelakunya memiliki kemauan ataupun kemauan buat melaksanakan perbuatan itu, tercantum menghendaki akibat dari perbuatan itu. Misalnya: terdapatnya tindak pidana pembunuhan sukarela (Pasal 338 KUHP), Pembunuhan yang disengaja serta preventif (Pasal 340 KUHP).
Sebaliknya tindak pidana dengan faktor kelalaian merupakan tindak pidana yang terjalin pada dikala pelakunya tidak memiliki kemauan ataupun kehendak buat melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut. Misalnya sebab kelalaiannya menimbulkan kematian seorang (Pasal 359 KUHP); sebab kelalaiannya memunculkan kerugian sungguh- sungguh untuk orang lain (Pasal 360 KUHP).

d. Tindak Pidana Berdasarkan Delik 
Bila dilihat dari jenisnya, tindak pidana ataupun delik dibedakan jadi sebagian tipe, ialah :

1. Delik formal dan delik materiel 

a. Delik formal merupakan delik yang penyusunannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Pelanggaran itu dilengkapi dengan perbuatan sebagaimana ditunjukkan dalam perkata delik. Misalnya hasutan (Pasal 169 KUHP); melaporkan kebencian di muka universal, melaporkan perasaan permusuhan ataupun penghinaan secara universal terhadap satu ataupun lebih kelompok warga di Indonesia (Pasal 156 KUHP; korupsi (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pesan (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). 
b. Delik materiel itu merupakan delik yang penyusunannya menitikberatkan pada akibat yang tidak di idamkan( dilarang). Pelanggaran ini berakhir cuma kala konsekuensi yang tidak di idamkan sudah terjalin. Bila tidak, paling- paling cuma terdapat eksperimen. Misalnya: pasak( Pasal 187 KUHP Italia); penipuan( pasal 378 KUHP), pembunuhan( pasal 338 KUHP). Garis antara kejahatan formil serta material tidak jelas, misalnya pasal 362 KUHP. 

2. Delik commissionis, delik omissionis dan delik commissionis per omissionem commissa. 

a. Delik commissionis: delik yang berupa kejahatan berbentuk pelanggaran terhadap larangan ataupun melaksanakan suatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. 
b. Delik omissionis: delik yang berupa tindak pidana berbentuk melanggar perintah, tidak melaksanakan suatu yang diperintahkan/ harus, misalnya: tidak muncul selaku saksi di persidangan (pasal 522 KUHP, tidak membagikan pertolongan kepada orang yang memerlukan (Pasal 531 KUHP). 
c. Delik Commissionis per omissionen commissisa: delik yang berupa pelanggaran yang ialah pelanggaran terhadap larangan( dus commissionis offesa), namun bisa dicoba dengan tidak mengambil aksi. Misalnya: seseorang bunda yang menewaskan anaknya dengan tidak membagikan susunya( pasal 338, 340 KUHP); seseorang penjaga yang menimbulkan musibah kereta api dengan terencana tidak bergerak( Pasal 194 KUHP). 

3. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 
a. Delik dolus: Pelanggaran yang memiliki faktor kesengajaan, misalnya Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP. 

b. Delik culpa: tindak pidana yang faktor kelalaiannya, misalnya: pasal 195, 197, 201, 203, 231, 359 serta 360 KUHP. 

4. Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten). 
a. Delik tunggal: pelanggaran yang lumayan dicoba dengan satu tindakan 
b. Delik berganda: pelanggaran baru merupakan kejahatan, bila dicoba lebih dari satu kali, misalnya: pasal 481 KUHP Italia( kepemilikan Kerutinan).. 

5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten). Kejahatan berkepanjangan: kejahatan yang mempunyai karakteristik kalau suasana terlarang itu senantiasa terdapat, misalnya: perampasan kemerdekaan seorang (Pasal 333 KUHP).
6. Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten en niet klachtdelicten). Delik ini berupa kejahatan pembatalan yang dicoba cuma bila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan (gelaeederde partij), misalnya : penghinaan( pasal 310- 319 KUHP), perzinahan pencemaran nama baik (Pasal 335 KUHP). 
7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (eenvoudige en gequalificeerde delicten). Delik ini mengenai penjelasan tentang  kejahatan berat, misalnya: penganiayaan dengan cedera berat ataupun parah terhadap orang (pasal 351 ayat 2 serta 3 KUHP), pencurian malam hari (pasal 363 KUHP).
B. Sistem Pemidanaan Dalam KUHP
Seseorang filsuf Yunani, Aristoteles, berkata kalau manusia merupakan zoon politicon, yang maksudnya manusia merupakan makhluk yang hidup dalam warga. Semenjak lahir hingga mati, manusia hidup di tengah- tengah warga serta mempunyai ikatan dengan orang lain. Ikatan antara seorang dengan orang lain bisa bertabiat langsung ataupun tidak langsung. Ikatan ini menimbulkan kehidupan sosial antar manusia silih memerlukan. Kebutuhan dapat sama ataupun apalagi dapat berlawanan.

Konflik- konflik tersebut bisa memunculkan perselisihan serta kekacauan dalam warga, buat mengatasinya terdapat syarat yang mengendalikan, ataupun ketentuan yang bisa meningkatkan konflik kepentingan, sehingga timbul perdamaian( Rust en Order). Syarat tersebut ialah pedoman hidup yang ialah hukum yang tumbuh bersama warga ataupun dengan kata lain hukum berarti kedisiplinan warga. Berdialog tentang hukum, hendaknya dibicarakan dahulu maknanya. Secara etimologis berasal dari bahasa Arab, ataupun" Alkas", bahasa Jerman diucap" Recht", bahasa Yunani" Ius", sebaliknya dalam bahasa Prancis diucap" Droit". Kesemuanya itu kurang lebih mempunyai penafsiran yang sama, ialah kalau hukum merupakan paksaan, ketentuan serta ketentuan.

Bagi Utrecht, yang dilansir oleh Soeroso dalam bukunya yang bertajuk Pengantar ilmu hukum, dia melaporkan kalau ilmu hukum merupakan kumpulan petunjuk hidup( perintah) serta larangan yang mengendalikan kedisiplinan dalam sesuatu warga serta wajib dipatuhi oleh anggota warga itu. Pelanggaran terhadap instruksi ini bisa menyebabkan aksi pemerintah terhadap warga.

Bagi P. Borst, hukum merupakan totalitas ketentuan tentang tingkah laku ataupun perbuatan manusia dalam warga yang penerapannya bisa dipaksakan serta diperuntukan buat menghasilkan sesuatu sistem perdamaian ataupun keadilan. Penerapan rule of law bisa ditegakkan, dalam makna undang- undang membagikan sanksi, berbentuk ancaman hukuman untuk pelanggar ataupun selaku ubah rugi untuk yang mengidap. Dari kedua penafsiran tersebut bisa disimpulkan kalau hukum berkaitan dengan sanksi. Perihal ini bisa dimengerti sebab pada hakikatnya hukum bertabiat normatif serta bertabiat memforsir. Dalam watak hukum yang berlaku, terdapat larangan. Pelanggaran larangan bisa menyebabkan hukuman. Sanksi hukum ini bertabiat memforsir, maksudnya perintah hendak bereaksi terhadap peristiwa tertentu sebab dikira merugikan warga sehabis dilanggar. Dengan paksaan, hingga, penderitaan dipaksakan pada seorang apalagi bila orang yang bersangkutan tidak menginginkannya.

Bermacam tipe cita- cita bisa diformulasikan bersumber pada cara- cara sikap manusia dicoba bersumber pada perintah ataupun larangan. Sesuatu tatanan sosial bisa memerintahkan manusia buat melaksanakan aksi tertentu, tanpa membagikan akibat tertentu bila perintah tersebut dipatuhi ataupun dilanggar. Suatu tatanan sosial pula bisa mengamanatkan kalau sesuatu aksi dicoba lekas dengan hadiah ataupun hukuman. Hadiah serta hukuman merupakan hukuman, namun umumnya cuma hukuman yang diucap hukuman.
Bagi Hans Kelsen, sanksi dimaksud selaku respon paksaan warga terhadap sikap manusia( kenyataan sosial) yang mengusik warga. Tiap sistem norma bagi Hans Kelsen senantiasa didasarkan pada sanksi. Esensi hukum merupakan organisasi kekuasaan, serta hukum didasarkan pada sistem paksaan yang dirancang buat memelihara sikap sosial tertentu. Dalam keadaan tertentu, kekuatan digunakan buat menegakkan hukum, serta terdapat tubuh komunitas yang melaksanakannya. Tiap norma bisa dikatakan“ legal” bila diberikan sanksi, sekalipun norma tersebut wajib dilihat berkaitan dengan norma lain.
Sanksi pidana ialah sanksi yang lebih tegas dibanding dengan pelaksanaan sanksi hukum perdata serta administrasi. Pendekatan yang dibesarkan ialah upaya penangkalan serta penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana dengan delik yang diancam sanksi pidana. Bagi Ruslan Saleh, sebagaimana dilansir oleh Samsul Ramli serta Fahrrazi, dia meyakini kalau kejahatan ialah reaksi dari sesuatu kejahatan serta berbentuk kesengsaraan yang terencana dicoba oleh negeri terhadap pelakon kejahatan( perbuatan yang bisa dipidana sebab pelanggaran hukum). Hukum pidana menetapkan sanksi untuk yang melanggar larangan tersebut. Hukumannya merupakan akumulasi penderitaan yang disengaja.

Wujud ataupun watak kejahatan itu berlawanan dengan hukum serta/ ataupun perbuatan itu pula merugikan warga, dalam makna berlawanan ataupun membatasi tercapainya kedisiplinan sosial yang dikira baik serta dikira benar. Tetapi, itu merupakan pelanggaran bila aksi itu didetetapkan oleh undang- undang. Dengan kata lain, buat mengenali apakah sesuatu perbuatan itu dilarang ataupun tidak, hingga wajib menjajaki dari lapisan undang- undangnya.

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang- undang Hukum Pidana( KUHP) selaku ketentuan universal utama serta peraturan perundang- undangan spesial yang lain di luar KUHP. Selaku induk ketentuan universal, KUHP mengikat peraturan perundang- undangan spesial di luar KUHP. Tetapi, dalam permasalahan tertentu, undang- undang serta peraturan spesial ini bisa mengendalikan sendiri ataupun menyimpang dari ketentuan universal utama. Wujud pemidanaan diatur dalam Pasal 10 KUHP, ialah : 

1.
Pidana Pokok, yang terbagi atas :
a. 
Hukuman mati;
b. 
Hukuman penjara;
c. 
Pidana kurungan;

d. Denda;
e. Hukuman Tutupan.
2.
Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
a.
Penarikan hak
b.
Perampasan benda- benda tertentu
c.
Mengumumkan vonis hakim.

C. Tindak Pidana Penggelapan
Ada pula tindak pidana penggelapan (embezzlement) diatur dalam pasal XXIV pasal. 372 KUHP jadi Pasal 377 KUHP. Bagi Lamintang, tindak pidana yang disebutkan dalam Bab XXIV KUHP lebih pas diucap tindak pidana penyalahgunaan hak ataupun penyalahgunaan keyakinan. Kalau penyebutan ini mempermudah tiap orang buat mengenali perbuatan mana yang sesungguhnya dilarang serta mana yang diancam dengan kejahatan. Penafsiran penggelapan secara hukum ada dalam Pasal 372 KUHP yang diformulasikan selaku berikut : 
“Barangsiapa dengan terencana serta melawan hukum mempunyai suatu yang sepenuhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain, namun sebab sesuatu kejahatan tidak memiliki kekuasaan atasnya, diancam dengan penggelapan, penjara sangat lama 4 tahun ataupun denda sangat banyak Rp. 900.”

Ada pula dari segi lapisan kata, yang diartikan dengan pengaburan dalam bahasa kita secara harafiah diterjemahkan selaku pengaburan, untuk warga Belanda perihal itu diberikan makna yang luas( kiasan), bukan dimaksud selaku makna sesungguhnya dari kata melaksanakan suatu yang tidak ringan ataupun kegelapan. Kalau tindak pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dimana orang yang melaksanakan tindak pidana hendak dikenakan sanksi berbentuk pidana untuk yang melanggarnya.
Sehingga kala mengenali terdapatnya sesuatu tindak pidana hingga terlebih dulu wajib diformulasikan dalam hukum pidana menimpa perbuatan yang dilarang serta diiringi dengan sanksinya. Rumusan-rumusan tersebut mendefinisikan bermacam faktor ataupun ketentuan yang jadi karakteristik larangan, sehingga bisa dibedakan secara jelas dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Pelanggaran mengacu pada watak aksi mereka, yang bisa dilarang oleh hukuman pidana untuk pelanggar. Secara universal unsur-unsur tindak pidana dibedakan jadi 2 tipe, ialah faktor objektif, ialah : 
1. 
Faktor obyektif, ialah faktor yang terletak di luar pelaku serta bisa berbentuk :
a. 
Perbuatan, baik dalam makna berbuat ataupun dalam makna tidak berbuat.
b. 
Akibat yang ialah ketentuan absolut untuk kejahatan materil
c. 
Keadaan ataupun permasalahan berbentukan yang dilarang ataupun diancam oleh hukum.
2. 
Faktor subjektif, ialah faktor dalam diri pelaku (offender) berbentuk:

a. 
Apa yang bisa dipertanggungjawabkan seorang atas aksi yang dicoba (keahlian buat bertanggung jawab).

b. 
Kesalahan ataupun kesalahan. 
Berkaitan dengan permasalahan keahlian bertanggung jawab tersebut di atas hingga perkaranya merupakan kala seorang bisa dimintai pertanggung jawaban bila orang tersebut penuhi 3 ketentuan, ialah :

1. Kondisi jiwa seorang sedemikian rupa sehingga dia bisa menguasai nilai perbuatannya serta sebab dia pula menguasai nilai akibat perbuatannya.

2. Kondisi jiwa seorang sedemikian rupa sehingga bisa memastikan kehendaknya atas perbuatan yang dikerjakannya.
3. Orang tersebut wajib mengenali perbuatan mana yang dilarang serta mana yang tidak dilarang oleh undang- undang.

Pasal 372 KUHP, yang mengendalikan kalau benda siapa dengan terencana serta melawan hukum mengambil benda miliknya sendiri, yang sebagian ataupun sepenuhnya kepunyaan orang lain, namun yang bukan dalam kekuasaannya buat melaksanakan sesuatu kejahatan, diancam dengan penggelapan, dengan pidana penjara sangat lama 4 tahun ataupun denda sangat banyak Rp. 900. Dari rumusan penggelapan di atas, bila dirinci, terdiri dari unsur-unsur obyektif, tercantum aksi mempunyai (merampas peninggalan), sesuatu objek (peninggalan apa juga), kepunyaan sepenuhnya ataupun sebagian kepada orang lain, yang terletak di dasar kekuasaannya kontrol negeri, bukan sebab kejahatan. Subyektif meliputi penyelewengan yang disengaja (disengaja) serta penyelewengan yang melanggar hukum (ilegal).

1) 
Unsur-unsur Objektif Penggelapan 
a. 
Perbuatan 
Perampasan zik dalam vonis Mahkamah Agung 02. 25. 1958 no. 308/K/Kr/1957 mengatakan kalau yang diartikan dengan perampasan zak dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan selaku mengambil ataupun mempunyai. Ada pula faktor obyektif penggelapan berbentuk sikap ataupun perbuatan yang dilarang oleh penggelapan. Ada pula faktor yang dipunyai dalam gerhana yang ialah faktor sikap, berbentuk faktor objektif, hingga kepemilikannya wajib mempunyai wujud, yang formulirnya wajib diisi selaku ketentuan buat memenuhi gerhana. Bentuk- bentuk akta kepemilikan, misalnya jual beli, barter, hibah, hipotek, serta pula buat bermacam akta yang lain.
Dalam EM berkaitan dengan pembuatan seni 372 KUHP dipaparkan kalau kemampuan dimaksud selaku perbuatan memahami sesuatu barang seolah- olah selaku owner barang tersebut, penafsiran ini menarangkan kalau perbuatan memahami sesuatu barang yang terletak di dasar penguasaannya. Sebaliknya bagi Mahkamah Agung, dalam penahanan pada bertepatan pada 26 Maret 1906 dipaparkan kalau kemampuan merupakan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu barang yang absolut, berlawanan dengan watak hak yang dengannya barang itu dipahami.

b. 
Sesuatu Benda 
Barang yang jadi objek gerhana tidak bisa dimaksud secara berbeda selaku barang bergerak serta berwujud. Aksi mempunyai objek di dasar kendalinya, semacam dipaparkan di atas, tidak material. Penafsiran sesuatu barang yang dikuasainya selaku terdapatnya sesuatu ikatan yang langsung serta sangat erat secara langsung serta sangat erat dengan barang tersebut, yang ialah penanda kalau bila dia mau berperan terhadap barang tersebut, dia bisa melaksanakannya secara langsung tanpa dia wajib melaksanakan. perbuatan lain terlebih dulu, ini cuma terhadap barang berwujud serta bergerak serta tidak membolehkan buat barang tidak berwujud serta barang padat. 
c. 
Sebagian atau seluruhnya milik orang lain 
Barang kepunyaan tubuh hukum, semacam benda kepunyaan negeri, merupakan barang yang bukan kepunyaan orang, dimaknai selaku kepunyaan orang lain, dalam makna bukan kepunyaan pelaku, sehingga bisa jadi objek penggelapan. Orang lain yang diucap owner benda yang digelapkan tidaklah sesuatu keharusan, sebab orang tersebut merupakan korban, ataupun orang tertentu, namun siapa saja, asalkan bukan pelaku yang sama. Pada penangkapan HR bertepatan pada 1 Mei 1922 secara tegas dinyatakan kalau pidana penggelapan tidak diharuskan oleh undang-undang buat meyakinkan siapa owner barang tersebut. 
d. 
Benda-benda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
Dalam perihal ini terdapat 2 faktor, ialah yang awal terdapat dalam kekuasaannya serta yang kedua bukan sebab kejahatannya. Ada pula unsur- unsur yang dikuasainya sudah disebutkan di atas. Sesuatu barang terletak dalam kemampuan seorang bila terdapat ikatan yang begitu erat antara orang tersebut dengan barang tersebut sehingga bila dia mulai melaksanakan seluruh berbagai aksi terhadap barang tersebut, dia bisa melaksanakannya secara langsung tanpa wajib melaksanakan aksi lain terlebih dulu. Terdapat penangkapan HR pada bertepatan pada 25 Juni 1946 yang melaporkan kalau kemampuan sesuatu barang berarti pelaku memiliki ikatan langsung serta nyata terhadap barang tersebut. Penyeimbang kekuasaan atas benda-benda yang bukan miliknya tidak absolut dibutuhkan untuk benda-benda yang seluruhnya dipunyai oleh orang lain, namun lumayan buat memahami benda-benda kepunyaan orang lain serta sebagian kepunyaan sendiri. Ketentuan terbentuknya penggelapan ini merupakan barang tersebut terletak di dasar kemampuan pelaku, wajib ialah hasil perbuatan yang bagi hukum, semacam titipan, pinjaman, kontrak, sewa tanah, hipotek serta sebagainya. 
2) 
Unsur-Unsur Subjektif Penggelapan 
a. 
Unsur Kesengajaan 
Faktor kesengajaan (kesengajaan ataupun dolus) tercantum dalam wujud kesalahan (shculd) dalam hukum pidana. Penggolongan kejahatan jadi perbuatan yang disengaja (willful misconduct ataupun dolus) serta kelalaian (culpos), akibat dari wujud kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya pidana yang diancam.
 Ada pula penafsiran kesengajaan (terencana) dalam undang- undang itu sendiri tidak membagikan penjelasan tentang penafsiran kesengajaan. Tetapi di EM terdapat sedikit intensionalitas, maksudnya tidak hanya secara sadar. Menimpa pemahaman, bisa pula dipaparkan kalau seorang yang melaksanakan sesuatu perbuatan dengan terencana berarti mau melaksanakan perbuatan tersebut serta kalau ia mengenali, menguasai nilai dari perbuatan tersebut serta menyadari (apalagi bisa jadi menginginkan) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. aksi.
 Iktikad dari pelakon penggelapan tersebut lebih lanjut dipaparkan selaku berikut : 
1. 
Pelaku kejahatan mengenali, mengenali kalau kemampuan atas benda kepunyaan orang lain yang dikuasainya ialah perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang, perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya ataupun berlawanan dengan hak orang lain;
2. 
Pelaku kejahatan dengan pemahaman tersebut berkeinginan buat melaksanakan perbuatan kesurupan. Pelakon mengenali, menyadari kalau dia lagi melaksanakan perbuatan mempunyai sesuatu barang, serta pula menyadari kalau barang itu sepenuhnya ataupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
3. 
Pelaku mengenali, menyadari kalau benda kepunyaan orang lain terletak dalam penguasaannya, bukan sebab pelanggarannya.

b. 
Unsur Melawan Hukum 
Oleh sebab itu, dalam perihal ini, buat tiap sikap yang dicoba dengan terencana, butuh dikenal kemana wajib memusatkan kesengajaan pelakon pula kepada unsur- unsur yang melanggar hukum. Terdapat sebagian faktor yang melanggar hukum dalam delik penggelapan yang wajib dikenal :

1. 
Ada pula gerhana materialnya merupakan perbuatan kesurupan yang ialah faktor sikap, berbentuk faktor objektif. Penyelesaian penggelapan dibutuhkan sehabis penyelesaian ataupun pemenuhan akta hak kepunyaan.
2. 
Berkenaan dengan keberadaan obyek kejahatan di tangan pelakon. Dalam perihal penggelapan, barang itu terletak di dasar penguasaannya sebab perbuatan bagi hukum.

Berkenaan dengan perihal itu, apa saja unsur- unsur larangan kejahatan, diatur dalam pasal. 372 KUHP, yang bagi definisi wajib mempunyai perilaku pengakuan selaku kepunyaan, yang ialah faktor tanggung jawab subjektif. Kalau faktor yang berlawanan dengan hukum wajib dibuktikan, kalau perilaku mengakui (merampas) diri sendiri teruji.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental
Tindak pidana penipuan serta penggelapan diatur dalam KUHP Novel II tentang tindak pidana terhadap kesultanan, spesialnya berbentuk penyerangan terhadap kepentingan hukum rakyat atas harta kekayaannya. Secara universal faktor kejahatan terhadap harta barang meliputi faktor objektif serta faktor subjektif. Unsur- unsur tujuan yang diartikan mempunyai wujud selaku berikut : 

a) Faktor perbuatan material, semacam mengambil( dalam permasalahan pencurian), memforsir( dalam permasalahan pemerasan), mempunyai/ mengklaim dalam permasalahan penggelapan, memegang hati/ benak orang lain( dalam permasalahan penipuan) serta sebagainya;
b) Faktor barang/ benda;
c) Faktor kondisi yang menyertai barang, ialah wajib kepunyaan orang lain;
d) Unsur- unsur aksi tertentu yang digunakan dalam penerapan perbuatan yang dilarang;
e) Unsur- unsur konsekuensi konstitutif yang berasal dari dikerjakannya aksi yang dilarang;
Sedangkan unsur subyektif adalah sebagai berikut : 

a) Faktor ungkapan yang salah dengan perkata semacam“ terencana”,“ terencana”,“ apa yang ia tahu/ sepatutnya dicurigai” serta sebagainya;
b) Faktor yang berlawanan dengan hukum yang bisa jadi ataupun bisa jadi tidak secara eksplisit ditunjukkan/ ditulis dalam perkata seni.
Menimpa tindak pidana penipuan, KUHP mengendalikan disiplin ini secara luas serta terperinci dalam novel bab XXV pasal 378 hingga 395 KUHP, namun syarat yang berkaitan dengan kejahatan penipuan intim (kejahatan utama) merupakan tercantum dalam pasal 378 KUHP. KUHP yang berbunyi :
“Barangsiapa bermaksud buat membeli secara tidak legal buat dirinya sendiri ataupun orang lain, dengan memakai nama palsu ataupun martabat palsu, dengan tipu energi ataupun serangkaian kebohongan, membujuk orang lain buat menyerahkan kepadanya, buat membuat hutang ataupun buat membebaskan hutang buat menghina, diancam, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara sangat lama 4 (empat) tahun.
Bagi Pasal 378 KUHP tersebut di atas, sesuatu tindak pidana penipuan secara hukum wajib penuhi unsur- unsur pokok yang berbentuk faktor subjektif serta faktor objektif. Sehingga dapat memberi tahu seorang selaku pelakon penipuan. Majelis Hakim Majelis hukum harus melaksanakan penyidikan serta pembuktian secara hukum serta pembuktian apakah benar orang serta perbuatan orang tersebut sudah menampilkan unsur- unsur tindak pidana penipuan, baik faktor subjektif ataupun faktor objektif.
Maksudnya, dalam konteks misalnya faktor subyektif substantif, sebab penafsiran kecurangan yang disengaja secara teori pula memiliki arti (mau serta ataupun mengenali), hingga wajib dibuktikan kalau terdakwa sesungguhnya mempunyai :
a. 
Hasrat buat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara tidak adil;

b. 
Menginginkan ataupun setidak- tidaknya mengenali/menyadari kalau perbuatannya itu semenjak dini dimaksudkan buat menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menjual sesuatu benda/berutang kepadanya/membatalkan kredit kepadanya (pelanggar);
c. 
Mengenali/menyadari kalau yang dibutuhkan buat menggerakkan orang lain, buat menyerahkan sesuatu objek/menyalahkan/ membatalkan hutang terhadapnya merupakan lewat pemakaian nama palsu, martabat palsu ataupun fitrah palsu, penipuan ataupun serangkaian kebohongan yang berbeda.
Faktor kejahatan subjektif tersebut di atas sesungguhnya tidak gampang ditemui dalam aplikasi hukum. Berikutnya, apakah pelakon serta korban penipuan dini betul- betul mengendalikan panggung buat aksi hukum mereka dalam konvensi murni. Berikutnya, sebab watak/ kualifikasi tindak pidana penipuan merupakan delik formil- substantif, hingga dibutuhkan pembuktian hukum teoritis buat meyakinkan kalau korban penipuan dalam memperkenalkan sesuatu objek serta sebagainya dengan pelakunya wajib betul- betul pelakunya), sebagaimana diartikan dalam pasal 378 KUHP. Serta ini pasti tidak gampang dalam praktek pembuktian di majelis hukum, sehingga kenyataan wanprestasi tidak boleh ditelusuri secara simplistik (simpel) serta dikualifikasikan selaku tindak pidana penipuan.
Berikutnya KUHP menertibkan tindak pidana penggelapan dalam Buku II XXIV, yang sepenuhnya dibagi dalam 6 pasal, tepatnya dari pasal 372 hingga dengan pasal 377 KUHP. Tetapi syarat yang berkaitan dengan delik persetubuhan serta penggelapan (delik pokok) ada dalam Pasal 372 KUHP, yang melaporkan:“ Barangsiapa dengan terencana serta melawan hukum mempunyai sesuatu barang yang sepenuhnya ataupun sebagian dialihkan kepada orang lain, milik, kemampuan bukan sebab tindak pidana, diancam dengan penggelapan dengan pidana penjara sangat lama 4 (empat) tahun Bagi Pasal 372 KUHP dikenal kalau sesuatu tindak pidana penggelapan wajib penuhi unsur- unsur pokok selaku berikut :
1. Unsur subyektif delik

Berbentuk kesengajaan pelakon buat menggelapkan benda kepunyaan orang lain yang diformulasikan dalam pasal undang- undang dengan kata dengan terencana
2. Unsur obyektif delik terdiri atas 

a) Faktor siapa
b) Faktor pengendalian melawan hukum
c) Unsur- unsur sesuatu benda
d) Unsur- unsur yang sepenuhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain
e) Faktor barang itu bukan miliknya sebab sesuatu tindak pidana
Oleh sebab itu, buat mengumumkan penggelapan kepada seorang, Majelis Hakim pula wajib melaksanakan penyidikan serta meyakinkan secara legal serta meyakinkan apakah benar orang tersebut serta perbuatannya sudah menampilkan unsur- unsur tindak pidana penggelapan, baik berbentuk subyektif serta faktor objektif. Dalam konteks pembuktian faktor subjektif, misalnya, terencana mengaburkan pengarang (terencana) berimplikasi pada pembuktian kebenarannya (bersumber pada kenyataan hukum).
E. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penggelapan
Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan dipecah jadi sebagian wujud, antara lain selaku berikut :
a. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok Pasal 372 KUHP

Merupakan sesuatu wujud delik penggelapan dalam wujud pokoknya, dimana tiap orang dengan terencana serta melawan hukum mempunyai suatu kepunyaan orang lain ataupun sebagian, namun yang tidak dikuasainya sebab sesuatu kejahatan, diancam dengan penggelapan., dengan pidana penjara sangat lama 4 tahun ataupun denda sangat banyak Rp. 900.
b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (dalam bentuk geepriviligeerde) 

Penggelapan tersebut ialah penggelapan ringan, diatur dalam pasal 373 KUHP. Faktor objektif merupakan pemilikan beberapa barang yang sepenuhnya ataupun sebagian jadi kepunyaan orang lain. Harta itu terdapat padanya ataupun bukan sebab sesuatu tindak pidana, ditambah faktor yang meringankan bukan ternak, serta biayanya tidak lebih dari Rp. 250, sebaliknya faktor subyektifnya jahat serta melawan hukum.
Penggelapan sebagaimana diartikan dalam pasal 373 KUHP jadi ringan, posisi objeknya bukan ternak serta nilainya tidak lebih dari Rp 250. Oleh sebab itu penggelapan ringan tidak bisa dicoba terhadap ternak. Ada pula nilainya tidak melebihi Rp. 250.

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (geequalificeerde verduistreing) 

Penyalahgunaan bobot diatur dalam pasal 374 serta 375 KUHP, tindak pidana penyelewengan bobot ialah tindak pidana penyelewengan dalam wujud pokok, oleh sebab itu terdapat faktor lain yang berisiko menaikkan pidana. Penggelapan buat pemberatan sebagaimana diartikan dalam Pasal 374 KUHP, yang mengendalikan kalau penggelapan dicoba oleh orang yang kepemilikannya ialah hasil pekerjaan ataupun penggeledahan ataupun menerima pendapatan buat itu, diancam dengan pidana penjara sangat lama 5 tahun.
Penggelapan bagi bobot pasal 375 KUHP mengendalikan kalau penggelapan dicoba oleh orang- orang sebab terpaksa menaruh harta kekayaan, ataupun dicoba oleh wali, wali ataupun pelaksana wasiat, pengurus lembaga ataupun yayasan sosial, dari harta barang yang digunakan. selaku kepunyaan mereka, ia diancam dengan penjara tidak lebih dari 6 tahun.
Penggelapan tersebut dicoba oleh orang- orang tertentu sebab kewajibannya yang mencuat dari ikatan orang tersebut dengan harta barang yang hendak dipelihara.
d. Penggelapan dalam keluarga diatur Syarat Pasal 376 KUHP secara tegas melaporkan kalau“ syarat Pasal ini” syarat Pasal 376 KUHP merupakan delik penggelapan yang pelakon ataupun pembantunya masih dalam area keluarga.
Bagi Pasal 376 KUHP, terdapat sebagian tipe kejahatan keluarga, ialah selaku berikut :
1) Buat tindak pidana penggelapan ini berlaku syarat Pasal 367 KUHP, ialah apabila pembentuk ataupun kolaborator dari salah satu tindak pidana yang diartikan dalam bab ini merupakan suami/ istri serta orang yang jadi korban tindak pidana itu melukai serta meja serta tempat tidur tidak dipisahkan ataupun harta barang dipisahkan, sehingga pencipta ataupun pembantunya tidak bisa dipidana.
2) Bila dia merupakan seseorang suami yang tempat tidur serta tempat tidurnya dipisahkan ataupun hartanya dipisahkan, ataupun bila dia mempunyai ikatan darah ataupun pernikahan, baik dalam garis lurus ataupun dalam garis sesat derajat kedua, hingga orang itu cuma bisa dituntut bila terdapat pengaduan kalau dia sudah terserang tindak pidana.
3) Bila bagi lembaga matriarkat kekuasaan orang tua dilaksanakan oleh orang lain tidak hanya bapak kandung yang sama, hingga ketentuan- ketentuan ayat lebih dahulu pula berlaku untuk orang itu.
 
Oleh sebab itu, pelakon cuma bisa diadili bila pihak yang dirugikan( yang hartanya sudah dicuri) melaporkannya ke polisi. Misalnya, seseorang anak menjauhi harta bapaknya ataupun seseorang sepupu menjauhi harta pamannya. Syarat ini berlaku buat aplikasi patriarki serta matriarkat. Dalam keadaan ini, ini berarti kalau kejahatan sudah dilaporkan.
Dengan pengertian ini, hingga syarat pasal 376 KUHP, penggelapan keluarga ialah delik pelaporan ataupun cuma bisa dituntut bila korban penggelapan mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Seni. 372 KUHP“ Barangsiapa dengan terencana serta melawan hukum mempunyai suatu yang sepenuhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain, namun tidak terletak dalam penguasaannya buat melaksanakan sesuatu tindak pidana, diancam dengan penggelapan, dengan pidana penjara sangat lama 4 tahun ataupun denda sangat banyak hingga 9 tahun seratus rupiah.

Bisa dikatakan kalau orang melaksanakan penipuan keuangan, misalnya; Orang A meminjam sepeda motor dari Orang B, setelah itu Orang A menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan serta izin Orang B, hingga Orang A dikatakan melaksanakan penggelapan. Pasal 373 KUHP“ Terdapat ancaman penggelapan kecil- kecilan, bila penggelapan itu bukan ternak serta biayanya tidak lebih dari 2 ratus 5 puluh rupiah, bagi pasal 372 9 ratus rupiah.
Pasal 373 KUHP Pemotongan dicoba oleh benda siapa memahami harta kekayaan sebab ikatan kerja ataupun ikatan kehidupan handal ataupun sebab dia menerima pendapatan buat itu, diancam dengan pidana penjara sangat lama 5 tahun. Pasal 375 KUHP Pengurangan yang dicoba oleh mereka yang sebab terpaksa menerima harta kekayaan dalam tahanan ataupun dicoba oleh wali, pengawas ataupun pelaksana wasiat, pengawas lembaga-lembaga sosial ataupun dana, terhadap harta barang yang mereka kuasai di dasar ini. hukum, diancam dengan pidana penjara sangat lama 6 tahun. tahun.
Bagi Prof Wirdjono Projodikoro, Pasal 374, 375 ialah wujud spesial penggelapan, yang baginya bawah dari tindak pidana penggelapan merupakan pelakon sudah melanggar keyakinan yang diberikan kepadanya oleh owner benda. Pasal 374 KUHP mengendalikan 3 tipe ikatan antara pelakon tindak pidana dengan orang yang menyembunyikan harta, ialah :
1. 
Komunikasi di pasar tenaga kerja serta di pemberi kerja (personlijke dienstbtrekking)
2. 
Laporan bersumber pada aktivitas tiap hari pelaku (beroep)
3. 
Ikatan di mana pelakon dibayar buat menaruh barang 

Pada tingkatan penyidikan, orang ataupun pelakon tindak pidana penipuan ataupun penggelapan bisa ditahan cocok dengan Pasal 21 ayat keempat KUHAP. Pasal 21 ayat 4 KUHAP.“ Penahanan cuma bisa dijatuhkan kepada terdakwa ataupun tersangka yang melaksanakan tindak pidana bagi Pasal 21( 4).” Penahanan cuma bisa dicoba terhadap terdakwa ataupun tersangka yang melaksanakan tindak pidana serta/ ataupun berupaya membagikan pertolongan dalam tindak pidana tersebut di bidang :
a. 
Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara sangat lama 5 tahun ataupun lebih

b. 
Tindak pidana sebagaimana diartikan dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335, ayat 1, Pasal 351, ayat 1, Pasal 353, ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379bis, Pasal 453, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 serta Pasal 506 KUHP.
F. Kepolisian 
Secara etimologis sebutan polisi menampilkan perbandingan di sebagian negeri, sebab di Yunani sebutan polisi diucap polythea, di Inggris polisi diucap pula dengan sebutan police, di Jerman diucap polizei, di Amerika diucap sheriff, Di Belanda dan Jepang diketahui sebagai koban serta chuzaisho, walaupun sebutan koban sesungguhnya merupakan nama kantor polisi di perkotaan serta chuzaisho merupakan kantor polisi di pedesaan. Jauh saat sebelum sebutan polisi lahir selaku organ, kata polisi telah diketahui dalam bahasa Yunani, ialah politeia. Kata politeia digunakan selaku judul novel awal Plato, Politeia, yang memiliki arti negeri sempurna bagi cita- citanya, negeri yang leluasa dari pemimpin serakah serta jahat, di mana keadilan dihormati. Oleh sebab itu diketahui selaku wujud pemerintahan, ialah negeri polisi( polizeistaat), ialah negeri yang membagikan keamanan serta kemakmuran ataupun ekonomi walaupun negeri polisi ini dijalankan secara absolut.
Di Indonesia diketahui 2 konsep, ialah sicherheit polizei yang berfungsi selaku penjaga kedisiplinan serta keamanan, serta verwaltung polizei ataupun wohlfart polizei yang berfungsi selaku penyelenggara perekonomian ataupun penyelenggara seluruh kebutuhan hidup masyarakat negeri.
 Secara historis, sebutan" polisi" di Indonesia nyatanya menjajaki serta memakai sebutan" polisi" di Belanda. Inilah akibat serta pengaruh dari struktur sistem hukum Belanda yang banyak diterapkan di Indonesia. Bagi Van Vollenhoven dalam bukunya“ Politei Overzee”, sebagaimana dilansir oleh Momo Kelana, sebutan“ politei” memiliki makna sesuatu organisme serta sesuatu guna, ialah selaku tubuh pemerintah yang bertugas mengawasi, apabila butuh dengan paksaan, sehingga mereka yang ditahbiskan serta tidak melaksanakan perintah apa juga.

Guna tersebut dicoba dengan wewenang serta kewajiban pengawasan serta apabila butuh dengan paksaan diberhentikan dengan memerintahkan pemenuhan kewajiban universal, secara aktif mencari aksi yang tidak penuhi kewajiban universal, mereka yang diperintahkan buat penuhi kewajiban dengan campur tangan pemerintah. majelis hukum serta memforsir mereka yang sudah ditunjuk buat penuhi kewajiban universal tanpa campur tangan majelis hukum. Satu perihal yang bisa ditarik kesimpulan dari definisi ini merupakan kalau polisi merupakan tubuh pengatur( governing bodies) yang mempunyai kekuasaan serta kewajiban buat melaksanakan pengawasan. Misalnya, konsep polisi bisa dimengerti selaku bagian dari organisasi pemerintah serta selaku perlengkapan pemerintahan.
 Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia( KBBI), polisi didefinisikan selaku : 
1) Selaku lembaga pemerintah yang bertugas melindungi keamanan serta kedisiplinan warga;
2) Anggota badan- badan tersebut di atas. 

Bersumber pada konvensi tersebut di atas, ditegaskan kalau Polri selaku lembaga pemerintah yang bertugas melindungi keamanan serta kedisiplinan warga. Oleh sebab itu, arti polisi senantiasa ditonjolkan selaku sesuatu tubuh ataupun institusi yang wajib melaksanakan guna pemerintahan serta selaku anggota dari institusi tersebut.
 Penafsiran lain sebagaimana diartikan dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia ialah kepolisian menyangkut seluruh perihal yang berkaitan dengan guna serta kelembagaan kepolisian cocok dengan syarat undang- undang. Sebutan Polisi dari UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 2 penafsiran, ialah guna kepolisian serta institusi kepolisian.
Bila memandang penafsiran guna kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian, guna kepolisian ialah salah satu guna penyelenggara negeri dalam bidang pemeliharaan keamanan serta kedisiplinan warga, penegakan hukum, penegakan hukum, proteksi, proteksi serta dedikasi kepada warga, sebaliknya lembaga kepolisian merupakan sesuatu tubuh pemerintahan yang sudah menguatkan dirinya selaku sesuatu kesatuan serta sudah diberikan kewenangan buat melaksanakan gunanya bagi peraturan perundang- undangan. Polisi serta polisi mempunyai makna yang berbeda. Polisi merupakan tubuh ataupun tubuh pemerintah di negeri bagian serta polisi merupakan organ sekalian guna.
Selaku tubuh, ialah lembaga pemerintah yang terorganisir serta terstruktur dalam sesuatu organisasi negeri, sebaliknya selaku guna, ialah wewenang serta wewenang dan tanggung jawab lembaga yang mempunyai kekuasaan hukum buat melaksanakan gunanya, yang meliputi pemeliharaan keamanan universal. serta kedisiplinan, penegakan hukum, proteksi, pengayoman, serta dedikasi kepada warga.
 Guna kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 2 Tahun 2002, merupakan salah satu guna pemerintahan negeri di bidang pemeliharaan keamanan serta kedisiplinan warga, penegakan hukum, proteksi, pengayoman, serta pelayanan kepada warga.
Sebaliknya tugas pokok kepolisian yang jadi tujuan Polri, yang dalam perihal ini diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengendalikan kalau terpeliharanya keamanan serta kedisiplinan warga; menegakkan hukum; serta membagikan proteksi, proteksi serta pelayanan kepada warga. Oleh sebab itu, penjelasan tugas pokok kepolisian ialah: 
a. 
Melakukan pengaturan, pengawasan, pengawalan serta patroli terhadap aktivitas warga serta pemerintah cocok kebutuhan.
b. 
Menyelenggarakan seluruh aktivitas buat menjamin keselamatan, kedisiplinan serta kelancaran kemudian lintas jalur.
c. 
Promosi warga buat tingkatkan partisipasi warga, pemahaman hukum serta peraturan.
d. 
Partisipasi dalam pembangunan legislasi nasional.
e. 
Melindungi kedisiplinan serta menjamin keamanan warga.
f. 
Mengkoordinir, mengawasi, serta membagikan tutorial teknis kepada polisi spesial, penyidik​​pegawai negara sipil, serta bentuk- bentuk pembelaan diri yang lain.
g. 
Melaksanakan penyidikan serta penyidikan dalam seluruh tindak pidana cocok dengan syarat Kitab Undang- undang Hukum Kegiatan Pidana serta pula bersumber pada peraturan perundang- undangan yang lain.
h. 
Menyelenggarakan identifikasi polisi, medis polisi, laboratorium forensik serta psikologi kepolisian buat kepentingan tugas kepolisian.
i. 
Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta barang, warga serta area dari kendala kedisiplinan serta/ ataupun bencana, tercantum membagikan perawatan serta dorongan sepanjang pembelaan hak asasi manusia.
j. 
Melayani kepentingan warga dalam jangka waktu tertentu saat sebelum dilayani oleh lembaga serta/ ataupun pihak yang berwenang.
k. 
Membagikan pelayanan warga yang cocok dengan kepentingan kepolisian.
l. 
Melaksanakan tugas lain cocok dengan hukum.
Dalam perihal ini terdapat tugas serta wewenang yang diemban ataupun dicoba oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara jelas dalam perihal ini menarangkan sebagai berikut:
a. 
Menerima laporan serta/ ataupun pengaduan;
b. 
Menolong menuntaskan perselisihan warga yang bisa mengusik kedisiplinan universal;
c. 
Menghindari serta menanggulangi kenaikan penyakit di warga;
d. 
Mengawasi jalannya yang bisa memunculkan perpecahan ataupun mengecam persatuan serta kesatuan bangsa;
e. 
Menerbitkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

f. 
Melakukan pengecekan spesial selaku bagian dari aksi kepolisian dalam rangka penangkalan;
g. 
Ambil aksi awal di tempat peristiwa;
h. 
Pengambilan sidik jari serta bukti diri yang lain dan pengambilan gambar orang;
i. 
Mencari data serta fakta;
j. 
Organisasi Pusat Data Kriminal Nasional;
k. 
Penerbitan izin serta/ ataupun sertifikat yang dibutuhkan dalam rangka dedikasi kepada warga;
l. 
Membagikan dorongan keamanan dalam mengadili serta menegakkan vonis majelis hukum, aktivitas lembaga lain, dan aktivitas warga;
m. 
Mengambil serta menaruh penemuan.

Adapun kewenangan POLRI dalam melaksanakan kewenangannya, yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang menerangkan sebagai berikut :
a. 
Perizinan serta pengawasan aktivitas warga serta warga yang lain;
b. 
Mendaftar serta mengenali kendaraan bermotor;
c. 
Menerbitkan Pesan Izin Mengemudi;
d. 
Menerima pemberitahuan tentang aktivitas politik;
e. 
Perizinan serta pengawasan senjata api, bahan peledak serta senjata tajam;
f. 
Penerbitan izin usaha serta pengawasan tubuh usaha di bidang jasa pengamanan;
g. 
Penyelenggaraan pelatihan, pembelajaran serta pelatihan polisi spesial serta petugas keamanan mandiri di bidang teknis kepolisian;
h. 
Kerjasama dengan kepolisian negeri lain dalam penyidikan serta pemberantasan kejahatan internasional;
i. 
Melaksanakan pengawasan fungsional polisi terhadap orang asing yang berdomisili di daerah Indonesia berkoordinasi dengan lembaga terpaut;
j. 
Keterwakilan pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. 
Melaksanakan tugas lain yang tercantum dalam lingkup tugas kepolisian.

Tidak hanya UU nomor 2 Tahun 2002 merupakan landasan hukum untuk kepolisian RI buat berperan selaku penyidik serta penyidik​​dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi dibutuhkan buat menegakkan hukum serta melindungi ketentraman warga, buat penuhi tugas ini polisi diberikan kekuasaan. Dalam penuhi tugas serta wewenang Polri, Polri mengutamakan aksi berbentuk aksi preventif serta represif. 

a. Tindakan Dalam Bentuk Upaya Preventif
Aksi berbentuk upaya preventif merupakan aksi berbentuk upaya penangkalan kejahatan yang dicoba buat menghindari terbentuknya ataupun terbentuknya kejahatan. Prinsip dalam melaksanakan aksi preventif merupakan lebih baik menghindari kejahatan daripada mendidik penjahat jadi baik kembali, upaya ini hendak lebih gampang serta hendak menggapai hasil yang memuaskan ataupun menggapai tujuan. Dalam perihal ini, aksi berbentuk upaya preventif merupakan gimana kita membentuk bisnis yang positif, dan gimana kita menghasilkan keadaan yang nyaman buat mendesak minimalisasi permasalahan tindak pidana.
Upaya preventif ialah rangkaian aktivitas yang diperuntukan buat menghindari secara langsung terbentuknya masalah pidana. Meliputi aktivitas penertiban, patroli serta pengawalan di lokasi- lokasi yang dicoba oleh Polri, dalam perihal ini pula mencakup aktivitas pemberdayaan warga yang bertujuan buat memotivasi segala susunan warga buat berpartisipasi aktif dalam upaya penangkalan, pemberantasan serta pemberantasan kejahatan.

b. Tindakan Represif
Aksi berbentuk upaya represif ialah upaya penanggulangan kejahatan yang dicoba sehabis kejahatan itu terjalin. Penanggulangan dengan upaya represif bertujuan buat melaksanakan penindakan terhadap para pelakon kejahatan cocok dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali supaya sadar kalau perbuatannya melawan hukum serta merugikan warga supaya tidak terulang kembali serta orang lain tidak melaksanakannya.. sebab sanksi yang hendak mereka hadapi sangat berat.
Dalam perihal ini wujud upaya represif merupakan dengan melaksanakan penyidikan, penyidikan, serta aksi paksa yang lain yang dilegalkan dengan undang- undang, sebaliknya tugas upaya tersebut dicoba oleh Kepolisian yang didetetapkan dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP kalau penyidikan merupakan serangkaian aksi penyidik​​dalam makna serta bagi metode yang diatur dalam undang- undang ini buat mencari serta mengumpulkan benda fakta yang dengannya perlengkapan fakta itu mengatakan tindak pidana yang dicoba serta buat menciptakan tersangkanya..
Bersumber pada pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negeri Republik Indonesia ataupun penyidik​​pegawai negara sipil yang ditunjuk yang diberi wewenang spesial oleh undang- undang buat melaksanakan penyidikan.
 Oleh sebab itu, dengan tugas serta wewenang yang diemban polisi, polisi mengutamakan aksi berbentuk aksi preventif serta represif, sebab kewenangan merupakan hak serta kekuasaan buat melaksanakan suatu.
BAB III

PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara Dan Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara

Kejahatan merupakan sikap menyimpang, siapa juga bisa mempunyai peluang buat melaksanakan kejahatan. Faktor- faktor faktor terbentuknya tindak pidana ialah faktor berarti yang wajib dikenal saat sebelum penangkalan serta pengendalian tindak pidana bisa dicoba, yang hendak menolong buat menciptakan motivasi yang sesungguhnya untuk seorang yang melaksanakan tindak pidana, baik itu sendiri ataupun dari luar area.. Bersumber pada hasil wawancara dengan Aiptu S. Meter. Simamora, kepala detektif polisi batubara. Tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara diakibatkan oleh sebagian aspek ialah aspek eksternal serta aspek internal pelaku.
 Aspek eksternal, ialah aspek ekonomi serta aspek area. Misalnya: lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian owner mobil sewaan. 

Aspek dari interna, ialah aspek kemauan mempunyai benda dibayangi oleh aspek menggunakan kesempatan. Misalnya: penangkalan penggelapan, tercantum kemudahan menyewa mobil sewaan, besarnya duit muka serta harga sewa yang terjangkau. Berikut hendak dipaparkan satu persatu aspek pemicu terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara.

a. Faktor Intern 

Faktor intern yang dimaksud dalam penyidikan ini merupakan faktor- faktor yang menimbulkan terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil yang terjalin di Kabupaten Batu Bara yang berasal dari dalam diri penulis sendiri, dimana faktor- faktor tersebut jadi penyebabnya. sewa mobil yang tidak layak di Coal District. Bagi hasil penyidikan bersumber pada hasil penyidikan yang dicoba oleh Satreskrim Polres Batu Bara, aspek internal terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara diakibatkan oleh terdapatnya kemauan buat memahami benda yang disewa ataupun disewakan, yang ini berisi kendaraan roda 4. Serta aspek kedua merupakan pemakaian peluang buat melaksanakan kejahatan. Sebagian aspek internal dipaparkan, ialah:
1. Faktor kebutuhan ekonomi 
Aspek kebutuhan ekonomi ialah aspek yang berasal dari pelakon kejahatan serta umumnya berhubungan dengan kenapa seorang melaksanakan kejahatan tertentu. Aspek ekonomi yang diartikan di mari didasarkan pada kebutuhan hendak duit yang umumnya diakibatkan oleh tekanan ekonomi buat bertahan hidup, yang besarnya merupakan tingkatan keahlian ekonomi seorang serta upaya buat penuhi kebutuhan ekonomi seorang diberikan, semacam membayar hutang. 

2. Faktor adanya keinginan menguasai barang sewaan 
Seorang yang melaksanakan tindak pidana senantiasa memiliki motivasi dalam melaksanakan perbuatannya, tidak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan. Dalam permasalahan penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara, motivasi pelaku melaksanakan tindak pidana merupakan kemauan buat memahami benda sewa. Dalam beberapa permasalahan yang sudah dibahas lebih dahulu, ditemui pola kalau pelakon memanglah bernazar memahami penuh kendaraan sewaan semenjak dini. Perihal ini nampak dari tidak dipenuhinya perjanjian sewa mobil yang muat syarat menimpa jangka waktu sewa serta pula harga sewa yang wajib dibayar.
Pelaku penyelewengan sewa mobil mengenali kalau kendaraan yang dimilikinya merupakan kepunyaan sewa serta berkewajiban mengembalikan kendaraan tersebut apabila masa sewa sudah berakhir. Tetapi sebab kemauan buat mengecek kendaraan, umumnya pelaku dengan terencana bawa mobil sewaan ke luar kota buat digadaikan ataupun dijual kepada pengepul. Duit yang diterima setelah itu digunakan buat kepentingan individu pelaku. 
3. Faktor pemanfaatan adanya kesempatan 
Aspek internal kedua yang mendesak serta menunjang pelakon buat melaksanakan tindak pidana penyelewengan sewa mobil merupakan keahlian buat melaksanakan tindak pidana itu sendiri. Terdapatnya peluang kerapkali jadi alibi kenapa seorang melaksanakan kejahatan. Tidak terkecuali permasalahan penggelapan dalam penyidikan ini. Aspek mungkin yang diartikan dalam riset ini merupakan mungkin yang mencuat dari sesuatu masa sela waktu serta pula suasana dimana seorang bisa melaksanakan sesuatu tindak pidana penggelapan.
Contoh simpel pemakaian aspek kesempatan ini bisa dilihat dalam permasalahan penyelewengan sewa mobil oleh terdakwa. Dalam permasalahan ini, nyatanya pelakon sudah sebagian kali meminjam kendaraan sewaan yang sama serta belum mengembalikannya. Kalaupun pada dikala peminjaman kendaraan buat berulang kalinya mencuat kecurigaan dari pihak penyewa, tetapi pelakon sudah sebagian kali sukses menyewakan kendaraan kepunyaan persewaan serta tidak dikembalikan, perihal inilah yang dimanfaatkan pelakon dalam permasalahan ini.
Tidak hanya itu, membolehkan pemakaian KTP palsu buat persewaan kendaraan pula ialah kesempatan yang lumayan dimanfaatkan oleh sebagian penggelapan mobil sewaan, dengan pemakaian KTP palsu. oleh owner sewa. Berikutnya, besarnya duit muka serta sewa yang lumayan rendah pula jadi kesempatan yang bisa dimanfaatkan penulis buat bisa mencuri mobil sewaan berulang kali sebab bayaran yang dikeluarkan oleh pelakon buat melaksanakan kejahatan masih terjangkau. Keahlian menggunakan celah dalam persewaan mobil sewaan jadi aspek internal utama untuk pelakon tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara. Tidak hanya kemauan buat memahami sewa properti yang dibahas di atas.
b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara yang dikelola oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Batu Bara yang berasal dari luar diri penulis serta wujudnya bisa bermacam-macam dari area yang kondusif sampai terdapatnya motif alasan ekonomi. Aspek eksternal pelakon menunjang terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara.

Bagi hasil wawancara yang bersumber pada hasil penyidikan yang dicoba oleh Bareskrim Polres Batu Bara, aspek eksternal tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara merupakan aspek ekonomi serta aspek area yang terdiri dari terdapatnya perantara, lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian owner kendaraan sewa.

1. Faktor ekonomi dari lingkungan 
Ekonomi area ialah aspek di luar pelakon kejahatan yang kerap berhubungan dengan kenapa seseorang pelakon melaksanakan kejahatan tertentu. Aspek ekonomi yang diartikan di mari tidak terbatas pada realitas kalau seorang melaksanakan tindak pidana sebab kebutuhan hendak duit, namun dalam konteks yang lebih luas, ialah pada tingkatan keahlian ekonominya serta usahanya buat mempertahankan hidupnya. Kerutinan ekonominya sendiri, semacam mabuk serta berhura- hura. 
2. Faktor lingkungan 
Aspek area ialah aspek eksternal kedua yang menunjang serta menimbulkan terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara. Dalam riset ini dikenal kalau aspek area yang diartikan disini merupakan keberadaan pengepul, aspek lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian oleh owner kendaraan sewa.

Aspek area yang awal ialah terdapatnya pengepul benda curian jadi pendukung kokoh kenapa tindak pidana penyelewengan sewa mobil bisa dengan gampang dicoba di Kabupaten Batu Bara. Keberadaan seseorang pengumpul benda curian berarti dalam delik penggelapan sebab pelakon umumnya memerlukan pihak yang bisa dengan kilat mendapatkan kekuasaan pelakon penggelapan.
Tanpa terdapatnya wali buat menunjang, pelaku tindak pidana penggelapan hendak kesusahan buat mengambil harta yang sudah dikerjakannya ataupun mendapatkan keuntungan. Mengingat berartinya dalam tindak pidana penggelapan, hingga tidak tidak sering jaringan penggelapan umumnya mempunyai jaringan perantara yang biasa bekerja sama dengan mereka.
Aspek area kedua merupakan lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian owner. Perihal ini ialah aspek area yang berarti dalam menunjang tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara dengan sistem sewa serta keamanan yang mencukupi. Banyak industri rental yang beroperasi dengan mengandalkan sistem keyakinan serta jaminan yang simpel, perihal ini diperparah dengan tidak seluruh industri rental mempunyai sistem jaminan keamanan semacam GPS (Global Positioning System) pada kendaraan yang mereka sewakan. posisi kendaraan yang disewa.

Tetapi tidak seluruh industri rental di Kabupaten Batu Bara memakainya, mengingat bayaran pemasangan GPS buat kendaraan mereka yang lumayan mahal. Berikutnya kelemahan sistem sewa kendaraan terletak pada mungkin penyewa memakai kartu bukti diri palsu. Memanglah perihal ini masih jadi permasalahan sebab tidak gampang buat memverifikasi keaslian KTP seorang. Tetapi bukan berarti tidak dapat diperbaiki, sebab pemakaian jaminan semacam sepeda motor ataupun duit jaminan yang lumayan bisa dijadikan selaku alternatif anjuran buat membenarkan keabsahan kartu bukti diri yang digunakan oleh penyewa.
2. Modus operandi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara

Penafsiran modus operandi dalam konteks kejahatan merupakan bekerjanya sesuatu metode ataupun metode yang secara spesial dicirikan oleh seseorang penjahat dalam melaksanakan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang berarti tata metode ataupun metode bergerak ataupun melaksanakan suatu. Dalam hukum pidana tradisional, diucap selaku penjahat ataupun pelanggar bila orang tersebut sudah melaksanakan kejahatan di masa kemudian.

Bagi undang-undang itu sendiri, seseorang penjahat ataupun pelakon merupakan seorang yang diyakini sudah melanggar ketentuan hukum serta wajib dihukum. Tetapi, butuh pula dikenal kriteria yang memastikan bisa tidaknya seorang diperlakukan selaku penjahat. Kejahatan berasal dari kata “criminal” yang berarti kejahatan. Penafsiran kejahatan bagi bahasa sama dengan kejahatan ialah sesuatu tipe kejahatan yang bagi undang- undang diancam dengan pidana sebaliknya penafsiran kejahatan bagi sebutan dimaksud selaku kejahatan yang terkategori pelanggaran hukum positif (hukum kalau sesuatu negeri berlaku).
Penafsiran kejahatan selaku faktor kejahatan secara sosiologis memiliki 2 faktor, ialah kejahatan merupakan sesuatu perbuatan yang merugikan secara murah serta merugikan secara psikologis dan melukai perasaan moral sekelompok orang, orang- orang tersebut berhak buat melahirkan celaan.
 Oleh sebab itu, penafsiran kejahatan merupakan seluruh berbagai perbuatan serta perbuatan yang merugikan secara ekonomi serta psikis dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, dan norma- norma sosial serta agama. Berkenaan dengan tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara yang sudah dilacak oleh Polres Batu Bara sepanjang 4 tahun terakhir, ialah semenjak Juli 2019 hingga dengan 2022, selaku berikut:

Tabel 1. Kasus Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir, Yaitu Dari Tahun 2019 – Juli 2022 
	No.
	Tahun
	Pelaku/Terdakwa
	Putusan Hakim
	Jenis Mobil

	1.
	2019
	2
	5 Tahun Penjara
	Pick Up

	2.
	2020
	-
	-
	-

	3.
	2021
	1
	3 Tahun Penjara
	1 unit mobil Innova

	4.
	Juli 2022
	4
	1) 3 Tahun Penjara

2) 2,5 Tahun Penjara
	1) 1 unit mobil Avanza warna hitam 
2) 1 unit mobil Xenia warna putih
3) 1 unit mobil Avanza warna silver 


Sumber : Polres Batu Bara Tahun 2022

Bersumber pada informasi lapangan dikala aku melaksanakan pengecekan di Polsek Batu Bara dengan mewawancarai Asisten Penyidik​​ Satreskrim Polres Batubara Bpk. Aiptu SM. Simamora, dikenal kalau modus operandi para pelakon tindak pidana penggelapan mobil sewaan di daerah hukum Polres Batu Bara bermacam-macam, sebab metode yang digunakan berbeda-beda bergantung tempat yang hendak dijadikan sasaran.
 Umumnya para algojo melaksanakan aksinya dengan berpura- pura menyewa mobil, walaupun tujuannya bukan buat menyewa melainkan buat tujuan lain. Pelaku menyewa mobil dalam waktu yang lumayan lama, dapat memakan waktu 1 pekan. Umumnya pelaku membagikan duit jaminan selaku ciri kalau dia mau menyewa mobil tersebut. Setelah itu menjualnya ke dealer ataupun menjualnya dengan harga murah bersumber pada tidak terdapatnya BPKB ataupun dengan seluruh metode supaya mobil ini dapat dijual sehingga pelaku langsung menerima duit. 
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara Dan Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan di Kabupaten Batu Bara

Terdapatnya penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara membuat pihak kepolisian spesialnya dalam perihal ini Kasatreskrim Polres Batu Bara berupaya buat bisa menindak apabila terjalin penyelewengan sewa mobil di Permukaannya. Upaya penyidikan di Reskrim Polres Batu Bara ini bisa dipecah 2, sehabis polisi menerima laporan dari warga ataupun korban, ialah : 
 

1. Melakukan pengecekan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mencari data pelaku 

Usai menerima laporan tersebut, Satreskrim Polres Batu Bara menghadiri TKP buat mencari sumber data di TKP ialah penjelasan saksi- saksi yang terletak di TKP. Setelah itu polisi melaksanakan penyidikan dengan memakai kartu ciri penduduk ataupun SIM yang jadi jaminan dikala pelakon menyewa kendaraan. Setelah itu mengecek no telepon penulis serta memberikan potret- potret penulis lewat media sosial ataupun internet ke kantor polisi terdekat, pula berkoordinasi dengan satuan polisi kemudian lintas serta petugas polisi di posisi. Dengan terdapatnya koordinasi tersebut hingga pekerjaan Polres Batu Bara dalam menanggulangi permasalahan penggelapan bisa terlaksana dengan baik serta dalam sebagian permasalahan bisa menguak jaringan penggelapan serta perantara yang terpaut dengan Pemkab Batu Bara, perihal ini pastinya sangat menolong pihak kepolisian setempat buat mengetahui aksi kriminal.
2. Mencari pelaku dan kenderaan objek penggelapan 

Upaya Satreskrim Polres Batu Bara berikutnya buat mengatasi tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara merupakan dengan mencari pelakon serta kendaraan yang digelapkan. Upaya mencari pelakon didasarkan pada identitas pelakon, diperoleh dari saksi- saksi yang terletak di posisi setelah itu berkoordinasi dengan Satpol PP Batu Bara buat mengamankan kendaraan hasil curian. Koordinasi dicoba sebab upaya ini terpaut dengan kendaraan yang ialah bagian dari Polres Batu Bara serta sebagian permasalahan penggelapan yang dibeberkan Polres Batu Bara menampilkan dengan ditemuinya kendaraan yang disita. tindak pidana penggelapan sewa mobil di kawasan batu bara lebih gampang. Ini buatnya lebih gampang buat menciptakan penulis ataupun apalagi jaringan aktor yang padat.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara

Walaupun penindakan terhadap tindak pidana penggelapan spesialnya persewaan mobil di Kabupaten Batu Bara sudah dicoba oleh Polres Batu Bara,. Perihal ini menampilkan masih terdapatnya hambatan untuk pihak kepolisian Batu Bara. Buat menguasai hambatan yang dialami Polres Batu Bara dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara bisa diberikan uraian selaku berikut. Oleh Bpk. Aiptu SM. Simamora sebagai asisten penyidik ​​Satreskrim Polres Batu Bara menarangkan hambatan dalam penerapan penanggulangan tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara ialah:

1. Kurangnya sarana prasarana untuk memantau kegiatan penggelapan dan pengejaran pelaku tindak pidana penggelapan.

Dalam melaksanakan penangkalan tindak pidana penggelapan, dibutuhkan fasilitas serta prasarana yang lengkap ataupun anggaran yang lumayan buat melacak pelakon lebih kilat buat menciptakan raison dêtre. Dampaknya, Polsek Batu Bara menemui hambatan dalam menindak para pelakon penggelapan duit terdakwa.
2. Adanya oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya.
 
Tiap aparat penegak hukum mencantumkan tugasnya di bidang penegakan hukum pada biasanya serta penangkalan kejahatan pada spesialnya. Tetapi pada realitasnya terdapat sebagian aparat penegak hukum (orang- orang yang tidak bertanggung jawab) yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan gunanya buat membedakan ataupun memberantas tindak pidana penggelapan lewat:
1. 
Melindungi aktivitas penggelapan serta perantaranya dengan memberitahukan kepada penggelapan serta perantara kalau mereka hendak digeledah ataupun kalau pelakon serta perantaranya hendak ditangkap;

2. 
Ikut serta dalam tindak pidana penyelewengan sewa mobil;
3. 
Menerima suap dari pelakon penggelapan.
Dampaknya, Polres Batu Bara menemui sebagian hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan.
BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Bersumber pada hasil riset serta ulasan yang sudah dijabarkan oleh penulis pada bab- bab lebih dahulu, hingga bisa disimpulkan selaku berikut:
1. Pemicu terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara serta modus operandi tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara ialah aspek internal serta eksternal pelakon. Aspek dalam ataupun( internal) merupakan aspek kemauan buat mempunyai benda yang digelapkan.
Serta aspek pemanfaatan kesempatan terbentuknya tindak pidana penggelapan ialah kemudahan menyewa kendaraan secara sewa, besarnya duit jaminan serta harga sewa yang terjangkau, mendesak para pelakon buat memakai modus mau menyewa setelah itu menyewakan mobil sewaan tersebut.. Terdapatnya aspek dari luar ataupun (eksternal), ialah aspek ekonomi serta aspek area. Lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian owner kendaraan sewa.
2. Upaya Bareskrim Polres Batu Bara dalam mengatasi tindak pidana penyelewengan sewa mobil serta hambatan yang dialami Polres Batu Bara dalam mengatasi tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara ialah melaksanakan pengecekan dari TKP serta mencari buat informasi pelakon penggelapan kendaraan.. Upaya tersebut terkadang menemui hambatan semacam pemakaian kartu bukti diri palsu oleh pelakon ataupun penggantian plat no akibat penggelapan.
Tetapi demikian, perihal tersebut tidak menyurutkan penyidik buat menguak tindak pidana yang sudah terjalin serta upaya tersebut dikira telah optimal serta lumayan efisien buat mengatasi tindak pidana penggelapan. Hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara merupakan minimnya fasilitas serta prasarana dalam melaksanakan pencarian kendaraan modern semacam GPS (Global Positioning System) sehingga petugas bisa melaksanakan penyidikan buat bisa dicoba. Terdapat aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab atas penerapan tugasnya.
B. Saran

Bersumber pada hasil- hasil yang dijabarkan dalam kesimpulan penyidikan hukum ini lebih jelas dijabarkan di atas, dalam perihal ini, dalam melakukan penyidikan hukum ini, periset setelah itu mengantarkan anjuran terpaut dalam penyidikan hukum ini, yang dalam perihal ini meliputi :
1. Untuk pihak kepolisian, hendaknya membagikan anjuran kepada penyewa tentang metode tingkatkan keamanan dikala mengoperasikan industri persewaan mobil. Perihal ini bisa dicoba dengan membagikan panduan pemakaian perlengkapan ataupun fitur keamanan yang bisa digunakan pada kendaraan sewa, semacam GPS (Global Positioning System) ataupun perlengkapan pelacak yang lain, sehingga polisi bisa menemukan kendaraan yang dikaburkan.
2. Polisi bisa berjaga-jaga dalam menyewa kendaraan paling utama penyewa baru yang lebih dahulu tidak dikenal serta pula penyewa yang menyewakan kendaraan dalam jumlah banyak sekalian. Dengan arahan serta kerjasama pihak persewaan diharapkan kedepannya penindakan tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara lebih efisien serta efektif.
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